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ABSTRAK

PUTRI AJENG BURHAN. Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan
Raya Kota Parepare (dibimbing oleh Ibu Saidah dan Bapak Abdul Hafid).

Permasalahan dalam penelitian ini berada pada Penerapan Hukum bagi
Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare yang di mana aturannya belum
memuat hal-hal terkait secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang
tinjauan yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dan untuk
mengkaji dari perspektif siyasah dusturiyah terhadap aturan Penggunaan Sepeda
Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif dengan Pendekatan
Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Menggunakan Teori Sistem Hukum, Kepastian
Hukum, Ketaatan Hukum dan Siyasah Dusturiyah.

Hasil Penelitian ini bahwa penerapan hukum terkait sepeda listrik di Kota
Parepare belum efektif dikarenakan belum adanya regulasi yang detail terkait
Penggunaan Sepeda Listrik seperti sanksi dan larangan Penggunaan di Jalan Raya
Kota Parepare. Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah terkait aturan penggunaan
sepeda listrik di jalan raya memberi banyak mudharat daripada maslahat karena
belum adanya aturan yang detail dan ditemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi
sehingga dapat merugikan pengguna jalan.

Kata Kunci: Sepeda Listrik, Tinjauan Yuridis, Jalan Raya.
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PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan
dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain
lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab Nama Huruf Lain Nama
) Tidak di Tidak di
\ Alif
Lambangkan Lambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Tsa T Ts
z Jim J Je
Ha (dengan titik
z Ha h )
dibawah)
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Dhal Dh De dan ha
D Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
es (dengan titik
o= Shad $ )
dibawah)
de (dengan titik
Ua Dad d .
dibawah)
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L Ta t te (dengan titik

dibawah)
zet (dengan

L Za z (dengan titik

dibawah)
. . koma terbalik

¢ o atasa

a Gain G Ge

< Fa F Ef

3 Qof Q Qi

&l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

o Nun N En

g Wau w We

J Ha H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

] Ya Y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

2. Vokal

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda ()

1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Lain Nama
| Fathah A A
J Kasrah I I
i dammah U U
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2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Lain Nama
& fathah dan ya Ai adani
BT fathah dan wau Au adanu
Contoh:
<X ; kaifa
J3~ :haula
3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
) Fathah dan alif _ o
G| e A a dan garis diatas
atau ya
s kasrah dan ya I i dan garis diatas
dammah dan _ u dan garis
> U .
wau diatas
Contoh:
&l mata
R0 : rama
Ja : qila

G yamitu
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan

dammabh, transliterasinya adalah [t]
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b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:

iald=3;  : Raudah al-jannah atau Raugdatul jannah
Aaédindl  : Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
A&, : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

G, : Rabbana

s Najjaina

&30l : Al-Haqq

&l : Al-Hajj

ax : Nu'ima

3 ‘Aduwwun

Jika huruf < bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

208 “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

e “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

Y (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
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maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

Gull al-syamsu (bukan asy-syamsu)

43150 al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
il al-falsafah

S al-biladu
Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia
berupa alif.

Contoh:

05545 ta’muriina
3 al-nau’

£lslsyai’un

&5l umirtu
Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin
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Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab
9. Lafz al-Jalalah («i)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
Jjalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital
(Al-).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhit bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusr

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abi (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi.

Contoh:
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Abi al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu
Rusyd, Abi al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abii Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid
(bukan: Zaid, Nasr Hamid Abii).

B. Singkatan
Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:
Swi. = subhanahu wa ta ‘ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sallam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir Tahun
W. = Wafat Tahun
QS./..4 = QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di
jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. . editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih
editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan
kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan

yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
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Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya
digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menenandai halaman dari rujukan yang
diku
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepeda listrik atau di kenal sebagai e-bike merupakan salah Satu
macam kendaraan listrik yang berasal Dari pengembangan sepeda
konvensional. Jika dahulu sepeda konvensional digerakkan menggunakan
pedal maka sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan juga motor
listrik sebagai alat bantu geraknya. Dengan hadirnya sepeda listrik membawa
suatu pendekatan mobilitas baru yang di mana turut mewarnai bidang
pengangkutan secara global. Dalam pengoperasiannya, sepeda listrik
dirancang sebagai alat transportasi Ramah lingkungan yang mengutamakan
penggunaan energi terbarukan.*

Di Indonesia Bidang pengangkutan diatur melalui dua bentuk
Undang-Undang yang di mana salah satunya dikodifikasikan yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan juga Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Serta
ada juga yang berbentuk Undang- Undang biasa, yaitu aturan-aturan yang
terdapat diluar KUHD dan KUHPerdata.?

Sehubung dengan adanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
Jalan maka terbentuklah aturan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ
No. 22/2009). Secara garis besar Pasal 47 ayat (1) UULLAJ No. 22/2009
mengkelompokkan dan mengklasifikasikan kendaraan menjadi 2 (dua)
kelompok, yakni berupa “Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor”. Dalam Ketentuan Umum bahwa yang dimaksud dengan

kendaraan bermotor ialah “Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

! Ramadhan H Nainggolan B, Inaswara F, Pratiwi G, “Rancang Bangun Sepeda Listrik
Menggunakan Panel,” Politeknologi 15, no. 3 (2016): 264.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Citra Aditya Bakti 2008).h.17.



mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di Atas rel”?
sedangkan “Kendaraan tidak bermotor ialah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan”.*

Kekosongan regulasi tentang jenis kendaraan sepeda listrik dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia pada akhirnya menghadirkan
suatu polemik terkait dengan kedudukan legalitas sepeda listrik untuk
melintas di Jalan Raya. Dalam praktik untuk menanggulangi adanya
kekosongan regulasi terkait klasifikasi sepeda listrik di Indonesia maka Dari
itu Kementerian Perhubungan turut mengatur standar uji Batas kecepatan
minimum kendaraan bermotor yang dituang ke dalam Permenhub No. PM
33/2018 sebagai sebuah dasar Hukum mengenai klasifikasi sepeda listrik
sebagai alat transportasi. Maka, apabila sebuah sepeda listrik dapat melaju
hingga kecepatan sama dengan atau lebih Dari 40 km/jam Akan
diklasifikasikan sebagai sepeda motor listrik. Jadi, untuk menjamin legitimasi
kepemilikan dan pengoperasian sepeda motor listrik, kendaraan tersebut
wajib melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (selanjutnya
disebut Regident Ranmor).®

Sebaliknya, apabila sepeda listrik tersebut hanya dapat digunakan
dengan kecepatan Kurang Dari 40 km/jam, maka Hal itu dikategorikan
sebagai sepeda yang tidak membutuhkan Surat-Surat kelengkapan berkendara
seperti kendaraan bermotor pada umumnya dan pengemudinya juga tidak
diwajibkan untuk semiliki SIM (Surat 1zin Mengemudi).

Sehubungan dengan adanya Peraturan Perpres No. 55/20109,
Kepolisian lalu lintas melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan SAMSAT, menerbitkan
aturan tentang Regident Ranmor untuk kendaraan listrik. Hal tersebut

kemudian diwujudkan di dalam Surat perintah edaran Nota-Dinas Nomor:

3 Pasal 1 angka 8 UULLAJ No. 22/2009.
4 Pasal 1 angka 9 UULLAJ No. 22/2009
® Pasal 31 ayat (3) Perpres No. 55/2019.



B/ND-216/V/2019/Regident yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Polda Metro
Jaya Direktorat Lalu Lintas yang ditanda tangani pada 9 Agustus 2019 di
Jakarta oleh Kasubdit Regident Sumardji, S. H. sebagai kepada Kepala Seksi
BPKB dan Kepala Seksi STNK.®
Aturan tersebut kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Kena Pajak yang berlaku pada Polri. Nota Dinas Nomor: B/ND-
216/V/2019/Regident, menuliskan bahwa peraturan perundang-undangan
diatas adalah sebagai rujukan dengan tujuan untuk ketertiban dan
pengawasan, khususnya di dalam hal penyelenggaraan pendaftaran dan
pemberian nomor registrasi kendaraan bermotor roda dua, roda tiga dan roda
empat listrik. Terdapat beberapa pedoman yang wajib dilaksanakan oleh Kasi
BPKB dan Kasi STNK, Antara lain yaitu:

1. Pendaftaran dan pemberian nomor registrasi ranmor R2/R3, dan R4 Listrik
dilaksanakan di Subdit Min Regident;

2. Proses pendaftaran/penerbitan BPKB dilaksanakan di Seksi BPKB Ditlantas
Polda Metro Jaya;

3. Proses penerbitan STNK dilaksanakan di masing-masing SAMSAT sesuai
kewilayahan Jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya;

4. Pendaftaran dan penerbitan BPKB & STNK sesuai prosedur, mekanisme dan
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 dan 10 Perpol No. 5/2021, STNK dan
BPKB merupakan salah Satu alat bukti Regident Ranmor. Dalam ketentuannya, baik
STNK maupun BPKB sama-sama memberikan kewajiban terkait pencantuman

informasi ‘isi silinder’ yang menerangkan bahwa besar kapasitas mesin pembakaran

® Wawan Priyanto, “Kepolisian Terbitkan Aturan Regident Kendaraan Listrik,” Tempo.co,
2019, https://otomotif.tempo.co/read/1235109/kepolisian-terbitkan-aturan-regident-kendaraan-listrik.



dalam’. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (7) huruf b Permenhub No. PM
33/2018, pada kendaraan listrik yang tidak mempunyai isi silinder, maka diganti

menjadi daya maksimal motor listrik.®

Sementara itu, untuk pengemudi sepeda listrik tersebut wajib memiliki SIM
yang pelaksanaannya diatur secara tersendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan
Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut Perpol No. 5/2021). Dalam ketentuan
Pasal 5 angka 1 Perkap No. 9/2021 dijelaskan bahwa SIM adalah “Surat Izin
Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi
pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi
persyaratan administrasi, usia, Kesehatan jasmani maupun rohani, Serta dinyatakan
lulus melalui proses pengujian.” Surat Izin Mengemudi (SIM) kemudian
digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi pengemudi yang
dipersyaratkan untuk setiap fungsi kendaraan bermotor dan besaran berat kendaraan
bermotor menjadi SIM perseorangan dan SIM umum. Berdasarkan Pasal 80
UULLAJ No. 22/2009, SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan

menjadi:

a. Surat Izin Mengemudi A untuk kendaraan bermotor Mobil penumpang
dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak
melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

b. Surat Izin Mengemudi B | berlaku untuk mengemudikan Mobil
penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang
diperbolehkan lebih Dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

c. Surat Izin Mengemudi B Il berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat
berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta
tempelan atau gandingan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan

untuk kereta tempelan atau gandingan lebih Dari 1.000 (seribu) kilogram;

" Pasal 5 ayat (1) Perkap No. 7/2021
8 pasal 52 ayat (7) huruf b Permenhub No. PM 33/2018



d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan
e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus

bagi penyandang cacat.®

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 huruf g, h dan i Perpol No. 5 Tahun 2021,

SIM C untuk sepeda motor dijabarkan lebih detail menjadi:

1. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor
dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (centimeter cubic)
untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder;

2. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor
dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (centimeter cubic)
sampai dengan 500 cc (centimeter cubic) untuk Ranmor sejens yang
menggunakan daya listrik

3. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor
dengan kapasitas silinder mesin di Atas 500 cc (lima ratus centimeter

cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik.°

Dalam penggolongan pada Perpol No. 5 Tahun 2021 terdapat penjabaran
kriteria sepeda motor yang berdasar pada kapasitas silindernya, namun untuk
kendaraan listrik yang tidak mempunyai isi silinder berdasarkan Pasal 52 ayat (7) b
Permenhub No. PM 33/2018, maka volume silinder yang ada pada motor bakar Akan
dikonversi menjadi satuan yang setara dengan motor listrik. Jika dilihat Dari
definisinya sepeda listrik memang cenderung lebih tepat diklasifikasikan sebagai
KBL berbasis baterai, namun sepeda listrik merupakan jenis kendaraan tersendiri
yang di mana kedudukannya tidak dapat disamakan dengan kedudukan motor listrik.

Sepeda Listrik memang memiliki aturan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor

Listrik. Sebagaimana dalam Aturan Pasal 3 Ayat 2 yaitu:

® Pasal 80 UULLAJ No. 22/2009
10 pasal 3 ayat 2 Perpol No. 5/2021



lampu Utama;

I

alat Pemantul Cahaya (reflector) atau lampu posisi belakang;

sistem rem yang berfungsi dengan baik;

e ©

alat Pemantul cahaya (reflector) di Kiri dan kanan;

klakson dan bel; dan

@

f. kecepatan paling Tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer per jam).

Definisi Dari Siyasah dusturiyah merupakan Bagian figh siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam Bagian ini dibahas Antara
lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan
undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam

perundang-undangan tersebut.!

Antara ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku Adil

dalam menetapkan Hukum adalah surah al-Nisa/4:58

G Jally 1585 G G i ks 135 Ll D et 135 4 &b &) & )
) e Bdais 8 0 )%y a&Eaes Uans

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.
Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan
secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*?

Berdasarkan definisi dan ayat diatas memberikan makna bahwa masalah
penegakan regulasi atau aturan di suatu negara perlu dilakukan untuk mencapai

kemashalatan Bersama.

11 Muhammad Igbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177
12 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan



Regulasi terkait dengan Sepeda Listrik di Kota Parepare bagi pemerintah

belum cukup matang dalam pengimplementasian dan penindaklanjutannya.

Berdasarkan observasi Awal dari peneliti sebelum proposal ini dibuat Peneliti

mendapatkan beberapa masalah terkait penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kota Parepare Antara lain:

1.

Pertama, Banyaknya Pengendara Sepeda Listrik yang berkendara di Jalan
Raya Kota Parepare tanpa menggunakan alat keamanan seperti menggunakan
helm dan pengendara yang tidak sesuai minimum umur Serta kecepatan
mengendarai yang melebihi 25 kilometer per jam.

Kedua, Tidak adanya aturan detail yang memuat terkait legalitas Sepeda
Listrik untuk dikendarai di Jalan Raya sedangkan ada Banyak pengendara
Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

Ketiga, Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan tertentu dengan Menggunakan
Penggerak Motor Listrik tentang Jalur Khusus untuk Pengguna Sepeda
Listrik menyatakan bahwa “Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:

a. Jalur Khusus

b. Kawasan tertentu®®

Namun pada kenyataanya tidak disediakannya Jalur Khusus yang ada di Kota
Parepare.

Keempat, Tidak ada kejelasan aturan terkait apabila terjadi kecelakaan di
Jalan Raya oleh Pengguna Sepeda Listrik termaksud Kategori LAKA
LANTAS atau tidak.

Kelima, Menyambung dari masalah di poin keempat yaitu tidak ada kejelasan
tata cara Ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan Pengendara Sepeda

Listrik sebagai Pelaku Kecelakaan.

13 pasal 5 ayat (1) Permenhub No. PM 45/2020



6. Dan Permasalahan terakhir dan kontemporer ialah ukuran Sepeda Listrik
Ketika berkendara di Jalan Raya jelas tidak terlihat oleh Kendaraan di
sekitarnya seperti Mobil yang berukuran besar sehingga dapat menganggu
keamanan lalu lintas di Jalan Raya sehingga memungkinkan terjadinya

kecelakaan yang membahayakan jiwa pengendara.

Berdasarkan hal-hal inilah maka peneliti menganggap perlunya kajian atau
penelitian terkait dengan Aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya khususnya
di Kota Parepare melalui Judul yang diangkat yaitu: “Tinjauan Yuridis

Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang ada diatas, maka rumusan masalah yang
akan dikaji adalah:
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Penggunaan Sepeda
Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap Aturan
Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?
C. Tujuan Penelitian
Dengan berorientasi pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan
penelitian ini ialah:
1. Untuk mengetahui penerapan Hukum terhadap Penggunaan
Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dan Peran Aparat
Pemerintahan dalam Hal ini Dinas Perhubungan Kota Parepare
dan Kepolisian Resort Kota Parepare
2. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam aturan
Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare
D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:



1. Manfaat Teoritis
Untuk membangun pengetahuan khususnya pada ilmu Hukum
ketatanegaraan dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi
Calon peneliti berikutnya sesuai dengan keberlakuannya undang-
undang.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Parepare
sehingga dapat memberikan manfaat di masa yang akan
datang.
b. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur
kemampuan penulis dalam menemukan dan mengkaji suatu
permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat Serta
memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh di bangku
kuliah dalam Bidang Hukum Tata Negara.
c. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan
informasi dan pengetahuan bagi pembaca (seluruh masyarakat
yang bukan hanya untuk masyarakat Kota Parepare),
mengubah asumsi masyarakat Serta wadah penyampaian

terkait pentingnya keberlakuan peraturan.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan
Sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas secara khusus
tentang “Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota
Parepare”. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan terkait
permasalahan yang penulis angkat, Antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan olen Aras Akso, Mahasiswa Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan judul “Analisis
Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. (Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Malang)”.
Penelitian ini bertujuan tindakan dari pihak Kepolisian Bagian lalu
lintas dalam mengarahkan pengendara sepeda motor yang tidak
menetapkan standar keselamatan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana respon dan tindakan polisi lalu
lintas terhadap pengendara sepeda listrik yang melakukan pelanggaran
seperti tidak mengutamakan keselamatan saat berkendara, dan faktor-
faktor yang membatasi kepolisian dalam menindak pengendara sepeda
listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di Jalan.
Persamaan yang dilakukan peneliti ialah terkait persamaan analisis
yuridis penggunaan sepeda listrik dan perbedaannya terletak pada
lokasi penelitian serta aspek yuridis sosiologis.*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Devina Tharifah Arsari, mahasiswi
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Dengan judul “Keabsahan

Penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online sebagai Alat

14 Aras Akso, “Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Studi Di Wilayah
Kepolisian Resor Kota Malang).,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang,
2013, https://eprints.umm.ac.id/28186/.
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Transportasi ditinjau dari Perspektif Hukum Pengangkutan di
Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada keberadaan dari Migo e-Bike
sebagai aplikasi rental sepeda listrik berbasis online pertama di
Indonesia yang merupakan salah Satu Langkah maju dalam industri
transportasi di Indonesia namun tidak didukung oleh regulasi yang
matang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
membandingkan keabsahan penggunaan sepeda listrik berbasis online.
Persamaan yang dilakukan peneliti ada pada pembahasan terkait
legitiasi Sepeda Listrik dan perbedaannya terletak pada lokasi
penelitian serta objek yaitu Aplikasi Online dari penelitian itu
sendiri.®®

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas
Hukum vyaitu Xavier Nugraha (Universitas Airlangga), Luisa
Srihandayani  (Universitas Diponegoro) dan Kexia Goutama
(Universitas Taruma Negara). Dengan judul “Analisis Skuter Listrik
Sebagai Kendaraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif”.
Penelitian ini membahas dan berfokus pada status skuter listrik,
terlepas dari apakah termasuk dalam kategori kendaraan bermotor
atau kendaraan tidak bermotor, karena akan ada perbedaan dalam
menentukan hak dan kewajiban penggunanya. Tujuan penelitiannya
adalah mengkaji Sisi normatif dari status skuter listrik. Persamaan
yang dilakukan peneliti ada pada persamaan pada pembahasan
legitiasi dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta subjek

dari penelitian itu sendiri.'8

B. Tinjauan Teori

15 Devina Tharifah Arsari, “Keabsahan Penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online
Sebagai Alat Transportasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia,” SKripsi

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2019, https://repository.unair.ac.id/93769/.

16 Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, and Kexia Goutama, “Analisis Skuter LIstrik
Sebagai Kendaraan Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Hukum Normatif” 27, no. 2 (2020): 11841,

https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1041.
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1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata” systema” yang diadopsi dari Bahasa Yunani
yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam Bagian".!’
Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta
dengan adanya sistem Hukum. Sistem atau systema dalam The New Webstyer
International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu
keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan Antara sistem dan
sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem
mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan

secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem
dalam Satu kesatuan yang saling berinteraksi Antara Satu sama lain dalam mencapai
tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal
institutions, procedures, and rules”. Artinya, dalam teori ini sistem Hukum
merupakan Satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan
Hukum. Sistem yang dimaksud di Sini adalah sistem Hukum, bahwa di dalam dunia
Hukum pun menganut sistem, Hukum tanpa ada sistem, maka penegakan Hukum
mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam Hukum Harus

saling bekerja sama dalam Satu kesatuan untuk mencapai tujuan Hukum.

Ketiga komponen dalam sistem Hukum menurut Lawrence Milton Friedman

itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

1) Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi Hukum yang ada
beserta aparatnya, mencakup Antara lain Kepolisian dengan para
Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para

Hakimnya, dan lain-lain.

17 Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Illmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Press,
Jakarta, 2012) h. 71
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2) Substansi Hukum, yaitu keseluruhan aturan Hukum, Norma Hukum, dan
asas Hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk
putusan pengadilan.

3) Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-
keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik
dari para penegak Hukum.*®

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya
dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan Hukum.
Hukum tersusun dari sub sistem Hukum yakni, struktur Hukum, substansi Hukum,
dan budaya Hukum. Unsur sistem Hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu
apakah suatu sistem Hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur Hukum
lebih menekankan kepada Kinerja aparatur Hukum serta sarana dan prasarana Hukum
itu sendiri, substansi Hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan Hukum
atau peraturan perundang-undangan, dan budaya Hukum menyangkut perilaku para
pengemban hak dan kewajiban Antara lain perilaku aparat penegak Hukum dan

perilaku masyarakat.
2. Teori Kepastian Hukum

Menurut filsuf Hukum Jerman Gustav Radbruch, ada tiga gagasan dasar
terkait hukum, yang di mana Banyak ditafsirkan oleh ahli teori hukum dan filsuf
hukum sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum.*®

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts
selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang

memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

18 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume | Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), h. 204.

9 1bid, h. 288.
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1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-
undangan (gesetzliches Recht).

2. Hukum didasarkan kepada fakta (tatsachen), bukan didasarkan
kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan
oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas Guna
menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk
dijalankan.

4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.?

Roscoe Pound mengambil pandangan yang berbeda tentang kepastian hukum,
seperti yang ditulis oleh Peter Marzuki dalam bukunya Pengantar Hukum, di mana

kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Pertama, sebagai suatu aturan memiliki Sifat umum agar dapat membuat
individu paham terkait perbuatan yang boleh maupun yang tidak boleh
dilakukan.

2. Kedua, bentuk kepastian hukum bagi semua terhadap kesewenang-
wenangan pemerintah, hadiran aturan umum memungkinkan individu
dapat memahami apa yang dilakukan oleh Negara kepada individu mana
pun. Hal ini berarti bahwa terdapat kekonsistenan di dalam keputusan
hakim di Antara putusan Satu dengan yang lainnya terkait hal-hal yang
diputuskan. Kepastian hukum tidak hanya ada dalam bentuk pasal-pasal

Undang-undang.?!

Asas Kepastian Hukum ialah sebuah jaminan terhadap pelaksanaan hukum
akan dilakukan secara benar dan tepat karena tujuan Utama dari hukum adalah
memberikan kepastian. Ketika tidak adanya kepastian hukum, maka identitas dan
makna hukum itu sendiri tidak dapat diketahui tidak diketahui, dan apabila hal

20 1bid, h. 292-293.
21 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), h. 137.
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tersebut sudah terjadi maka hukum tak akan lagi dijadikan pedoman dalam

berperilaku oleh setiap orang.

Hadirnya kepastian hukum di Indonesia dapat mendorong adanya upaya
pengaturan hukum yang dituangkan di dalam undang-undang yang ditetapkan ole
pemerintah. Peraturan perundang-undangan ini merupakan representasi dari sistem
hukum yang ada, yaitu tidak didasarkan pada keputusan yang instan. Asas Kepastian
hukum merupakan suatu konsep yang memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan
dengan benar sedemikiran rupa sehingga tidak akan merugikan pihak mana pun.
Hukum Harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan atau
penganiayaan terhadap individu atau kelompok, oleh karena itu harus dijadikan

sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum melalui badan
legislatif yang berwenang dan kompeten sehingga regulasi tersebut dapat memiliki
dimensi hukum. Situasi inilah yang akan nantinya dapat memberikan jaminan

kepastian bahwa hukum dipandang sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Berikutnya peneliti menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis
tentang ada tidaknya kepastian hukum yang didapatkan oleh Pengendara Sepeda
Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dan kepastian hukum bagi pengguna Jalan

lainnya.
3. Teori Ketaatan Hukum

Teori yang dikemukakan oleh H.C. Kelman didalam buku Achmad Ali ada 3

macam ketaatan yaitu:

- Ketaatan yang bersifat compliance yaitu jika seseorang taat terhadap suatu

aturan hanya karena takut terkena sanksi.
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- Ketaatan yang bersifat identification yaitu jika seseorang taat terhadap suatu
aturan hanya karena takut jika hubungan baiknya dengan seseorang menjadi
rusak

- Ketaatan yang bersifat internalization yaitu jika seseorang taat terhadap suatu
aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan

Nilai inrinsik yang dianutnya.

Kemudian apabila ketaatan Sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan
hanya karena bersifat compliance atau takut hanya karena sanksi, maka derajat
ketaatan mereka sangat rendah. Kemudian apabila ketaatannya bersifat
internalization maka ketaatannya akan aturan hukum tersebut benar-benar cocok

dengan nilai intrinsik yang dianutnya.??

Menurut Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip Achmad Ali menjelaskan
tentang 3 unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi atau menghambat

penegakan hukum, yaitu:

1. Struktur (legal structure) yaitu komponen yang termasuk di dalamnya
struktur instusi penegakan hukum seperti kepolisian.

2. Substansi (legal substance) yaitu aturan, Norma dan pola perilaku nyata
manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum menyangkut
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang
mengikat dan menjadi pedoman bagi apparat penegak hukum.

3. Kultur (legal culture) yaitu menyangkut budaya hukum yang merupakan

sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.?®

Selanjutnya peneliti menggunakan teori ketaatan hukum untuk menganalisis
bagaimana dan sejauh mana ketaatan aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di

Jalan Raya dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pihak- pihak yang terkait

22 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan
(yudicalprudence), (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), h. 375.
23 Achmad Ali , Keterpurukan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 8.
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dalam peraturan. Berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, perspektif
filosofis, yuridis, dan sosiologis. Perspektif filosofis, berlakuan dan ketaatan hukum

jika sesuai dengan cita-cita hukum.
4. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari figh siyasah yang menggambarkan dan
membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu kajian ini juga
membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.?

Dalam tata bahasa, siyasah dusturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata
siyasah dan kata dusturiyah. Siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan,
pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan Dusturiyah adalah
undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah
siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan
batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang
lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi
individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.?®

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan
islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi
manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang diatas
hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan
agama. Beberapa indikator dalam teorti siyasah dusturiyah antara lain:

a. Keadilan;
b. Kepentingan umum;

c. Pemerintahan yang baik;

24 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam (Jakarta: Prenada
Media, 2014).

% Kus Fiani Savina, Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Yang Bersifat Non Excuitable, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24.
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d. Nilai-nilai agama dan perundang-undangan.

Selain dari pada itu terkait dengan kajian Siyasah Dusturiyah dalam teori
efektivitas mengajarkan bahwa islam selalu menganjurkan umatnya agar bekerja
secara efektif untuk mencapai segala yang diharapkan.

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9:105

Ko salgla 5 il e b &5 Ssladally Al s e ol 15 i)
{ O3lasd A8

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat)
yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada
kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”?’

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa keefektifan adalah sesuatu hal

yang diusahakan semaksimal mungkin agar apa yang di targetnya mencapai hal yang
ingin dituju dalam suatu usaha. Dengan kata lain usaha yang di perbuat akan
beriringan dengan hasil yang akan di capai.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Abdul Wahhab Khallaf untuk
memberikan penguatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan Al-
Qur’an dan As-Sunnah guna membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan

berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

C. Tinjauan Konseptual
1. Tinjauan Yuridis
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata “Tinjauan”
memiliki arti yaitu memeriksa untuk memahami, mempelajari dengan
cara cermat, serta pandangan dan pendapat Ketika Telah mempelajari

dan menyelidiki sesuatu.?®

26 Jurnal Hukum, ‘Al Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik’, (2016),h.69.
27 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya.

28 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa
(EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470
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Asal dari Kata “Yuridis” dari kata “Yuridisch” yang memiliki
arti “menurut hukum atau dari segi hukum” menurut Kamus
Hukum.?®

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Yuridis adalah
mempelajari  dengan cermat, melakukan pemeriksaan untuk
memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian dari Kata
“Penggunaan” adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu
atau Pemakaian.*

3. Sepeda Listrik

Sepeda listrik atau e-bike merupakan salah Satu kendaraan
listrik yang jenisnya dikembangkan dari sepeda konvesional. Sepeda
konvensional hanya dapat digerakkan dengan pedal berbeda dengan
sepeda listrik yang menggunakan baterai tambahan dan motor listrik
sebagai bahan penggeraknya.®!

Sepeda listrik atau dikenal juga dengan e-bike, power bike
ialah kendaraan berupa sepeda yang memiliki motor listrik sebagai
alat bantu geraknya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor
listrik adalah sepeda listrik mempunyai pedal yang sama untuk
menggerakkan sepeda listrik tersebut sedangkan sepeda motor listrik
hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggeraknya. Sepeda
listrik juga menggunakan baterai isi ulang pula sebagai sumber energi

motor listrik.3?

2 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

%0 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti Kata Penggunaan Menurut KBBI,”
Jago Kata, diakses April 11, 2023, https://jagokata.com/arti-kata/penggunaan.html.

31 Devina Tharifah Arsari, “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi
Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia,” Jurist-Diction 3, no. 3 (2020): 903,
https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18629.

32 Wikipedia, “Sepeda Listrik,” Wikipedia, 2023,
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik.
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4. Jalan Raya

Jalan dapat dipahami sebagai fasilitas dipahami sebagai fasilitas
lalu lintas darat yang mencakup semua bagian Jalan tol, termasuk
bangunan tambahan dan peralatan yang dimaksudkan untuk lalu lintas. Di
mana saja di permukaan Tanah, di Atas permukaan Tanah, di Atas
permukaan air, dan di Bawah permukaan Tanah dan/atau permukaan air,

kecuali Jalur kereta api, Jalan truk, dan Jalan Kabel.®

Jalan Raya adalah Jalur Tanah di permukaan bumi yang berasal
dari hasil buatan manusia yang ukuran, bentuk dan struktur berada di Atas
Tanah yang dapat digunakan untuk mengatur per Gerakan orang, hewan
dan kendaraan yang membawa barang dari Satu tempat ke tempat lain

dengan mudah dan cepat.

D. Kerangka Pikir

33 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
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di Jalan Raya Kota Parepare
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Penerapan Hukum terhadap
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BAB 111

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah untuk

memperoleh pengetahuan atau informasi ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian

adalah metode pengumpulan informasi yang sistematis. Sedangkan teknik penelitian

adalah cara melakukan metode penelitian. Metode penelitian biasanya berkaitan

dengan bentuk untuk mempelajari.>*

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif karena
dalam penelitian ini ditarik kesimpulan berupa data yang dideskripsikan
secara rinci. Penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang
menemukan situasi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas secara
tepat, terdiri dari kata, berdasarkan Teknik analisis data yang relevan yang

diperoleh dari situasi alamiah.®®

Peneliti menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif untuk
menghasilkan gambaran-gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat
tentang fakta, Sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Sesuai
dengan fokus dan tujuan penelitian akan mendeskripsikan data bukan
untuk mengukur data yang diperoleh. Serta menggunakan jenis penelitian

lapangan (Field Research) dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis.

Sesuai dengan penelitian ini, nantinya peneliti akan mencari data-

data deskriptif tentang Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di

3 Prof. Dr. Suryana, M.Si, METODOLOGI PENELITIAN, (UNIVERSITAS PENDIDIKAN

INDONESIA, 2010) h. 10

h.4

3 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),



24

Jalan Raya Kota Parepare yang membutuhkan pendekatan penelitian untuk
mendeskripsikan data atau hasil penelitian serta membutuhkan
pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai
atau tidak. Dalam penelitian ini penulis mendiskripsikan temuan-temuan
yang merupakan data bersama dan keunikan-keunikan yang ditemukan di

lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kota
Parepare dan dalam hal ini pemerintah setempat yaitu Dinas Perhubungan
Kota Parepare, Kepolisian Resort (POLRES) Kota Parepare dan
Masyarakat Kota Parepare sebagaimana berkaitan dengan masalah yang
diangkat yaitu Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kota Parepare.

a. Sejarah Singkat Kota Parepare

Parepare merupakan Kota di Provinsi Sulawesi selatan. Kota
Parepare merupakan tempat kelahiran BJ Habibie, Presiden Indonesia
ke tiga. Awalnya Parepare merupakan semak belukar yang diselingin
Tanah berlubang yang agak miring dalam proses perjalanannya
Waktu wilayah itu menjadi Kota Parepare.

Dalam kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg
Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan ke wilayah
Kerajaan Bacukiki menuju Kerajaan Soreang sebagai raja yang
dikenal seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan, Raja Gowa
tertarik dengan pemandangan indah yang terhampar di depan mata.
Secara otomatis, ia menyebut “Bajiki Ni Pare” yang artinya baik

dibuat Pelabuhan di Kawasan ini. Sejak saat itulah melekat nama
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Parepare Kota Pelabuhan. Akhirnya, Parepare ramai dikunjungi
termasuk orang-orang Melayu berdagang Di Kawasan Suppa.®

b. Letak Geografis Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare terletak Antara 30 57°39” —
4004°49” dan 119036°24 — 119043°40” BT. Sedangkan ketinggiannya
bervariasi Antara 0-500 M diatas permukaan laut. Parepare memiliki
luas wilayah 99,33 km2 dan berpendudukan sebanyak +125.000

Jiwa.*’
Tabel 3.1
Letak Geografis Kota Parepare
No | Arah Berbatasan Dengan
1. | Sebelah Barat Selat Makassar
2. | Sebelah Utara Kab. Pinrang
3. | Sebelah Timur Kab.Sidenreng Rappang
4. | Sebelah Selatan Kab. Barru

Sumber Data: BPK RI

Kota Parepare terdiri dari empat Kecamatan diantaranya:
Tabel 3.2

Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Di Kota Parepare

No | Kecamatan Luas Wilayah
1. | Soreang 8,33 km?

2. | Bacukuki Barat 13 km?

3. | Bacukki 79,70 km?

3K ompas.com, “Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare”, 2020, diakses 17 Juni 2023,
<https://regional.kompas.com/read/2022/06/29/175440478/asal-usul-dan-sejarah-nama-
parepare?page=all>

37 Kejaksaan Negeri Parepare,"Profil Kota Parepare"”, 2016, diakses 17 Juni
2023<https://www.kejari-parepare.go.id/page/detail/13/profil-kota-parepare.html>
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U] ung 11.30 m2

D.

Gambaran Umum Polres Kota Parepare
Polres Kota Parepare memiliki tugas sebagai penegakan
hukum yang profesional dan berkeadilan serta tak kalah pentingnya
pelayanan publik agar lebih mudah bagi masyarakat serta humanis.
Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Parepare
Dinas Perhubungan Kota Parepare mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Masyarakat khususnya Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare
Waktu Penelitian
Ketika Penyusunan proposal penelitian ini Telah selesai dan
diseminarkan serta memperoleh Surat izin penelitian. Maka, peneliti
akan melakukan penelitian yang akan dilakukan kurang lebih selama
1 bulan.
Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Yuridis Penggunaan
Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.
Jenis dan Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland (1984:47). Penelitian Kualitatif
memiliki sumber informasi yang berasal dari kata-kata dan perbuatan,
data lainnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan hal
lainnya. Kata-kata dan tindakan dari subjek-subjek yang diamati atau
diwawancarai merupakan sumber Utama informasi. Sumber Utama
informasi dicatat sebagai catatan tertulis atau dengan merekam
video/audio kaset, film dan foto maupun dari arsip, dokumen pribadi

atau dokumen resmi. Foto juga memberikan data deskriptif yang
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sangat berharga dan sering digunakan untuk mengkaji aspek yang
bersifat subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Sumber data dalam Penelitian ini Antara lain:

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang cara perolehan datanya berasal
dari sumber Asli atau wawancara dengan melakukan dialog
ataupun memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendukung
keakuratan sebuah data. Sumber data penelitian ini yaitu dari Dinas
Perubungan Kota Parepare, Polres Kota Parepare dan Masyarakat
khususnya Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare.

Adapun sumber data yang dimaksud adalah Instansi
Pemerintahan, Para Pengguna Sepeda Listrik (baik berumur 18
Tahun Keatas maupun 18 Tahun Kebawah) dan Non Pengguna
Sepeda Listrik. Bagaimana Peran dan Upaya Instansi Pemerintah
setempat menangani regulasi Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan
Raya Kota Parepare dan Apakah Penggunaan Sepeda Listrik sudah
pada tempatnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan
wawancara terhadap dan Pengguna Sepeda Listrik, terkait alasan
Penggunaan Sepeda Listrik di Kota Parepare serta apakah
mengetahui regulasi terkait Penggunaan Sepeda Listrik serta
apakah mendapat himbauan maupun sosialisasi terkait hal.
Bagaimana pandangan dan pendapat Para Pemilik Kendaraan Non
Sepeda Listrik dalam melihat Fenomena Sepeda Listrik di Jalan
Raya.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian di lapangan dengan

melalui wawancara;
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Narasumber dari pemerintahan
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No. Narasumber Jabatan Keterangan
Dinas Perhubungan Kota Kabid LLAJ
1. 1 Orang
Parepare dan Angkutan
Kepolisian Resort (POLRES) | Kasat Lantas
2. 1 Orang
Kota Parepare Polres Parepare
Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023
Tabel 3.5
Narasumber dari Masyarakat
No. Narasumber Keterangan
Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare
1. 3 Orang
Di Atas Usia 18 Tahun
Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare
2. 3 Orang
Di Bawah Usia 18 Tahun
Non Pengguna Sepeda Listrik di Kota
3. 3 Orang
Parepare

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang dikumpulkan dan dilaporkan

dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain

sebagai bahan pelengkap sumber data primer. Data-data ini dapat

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, hasil

penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
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Peneliti dalam Penelitian ini menggunakan jenis sumber data
yang diperoleh secara lisan maupun tertulis. Adapun Teknik
pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti
Antara lain sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah sebuah kegiatan mengamati secara dekat
suatu objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian. Selain
itu, observasi ini juga mencakup pencatatan kegiatan yang
dilakukan secara sistematis terhadap semua gejala objek yang
diteliti.

Tujuan Observasi ialah mendeskripsikan aturan kegiatan yang
berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, Waktu
aktivitas dan pentingnya dikaitkan dengan peristiwa relevan oleh
hal-hal yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah Teknik di mana informasi
dikumpulkan melalui proses Tanya dan Jawab lisan yang bersifat
Satu arah di mana pertanyaannya berasal dari pewawancara dan
jawabannya dari responden.

Dalam proses wawancara, pihak yang mengajukan pertanyaan
disebut pewawancara (interviewer) dan pihak yang memberikan
jawaban disebut sebagau interviewee. Tujuan dari Wawancara
adalah untuk mengumpulkan informasi terkait suatu hal dan
bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat responden.

3. Dokumen, Buku dan Media Daring

Proses dari dokumentasi yaitu dengan cara mengkaji sumber-
sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus pembahasan
masalah. Sumber yang peneliti akan gunakan dalam penelitiannya

ialah berupa buku-buku, jurnal maupun media daring lainnya.
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Dokumentasi  juga berfungsi sebagai pelengkap dalam
pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.
F. Uji Keabsahan Data
Teknik Uji Keabsahan Data merupakan derajat kepercayaan atau data
penelitian yang diperolen serta dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji Kredibilitas ini digunakan sebagai media penetapan
keabsahan data atau memastikan bahwa hasil data yang
didapatkan atau diperoleh di lapangan bersifat dapat dipercaya dan
benar-benar akurat dengan menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (dependabilitiy)

Uji Dependabilitas pada penelitian kualitatif sendiri dapat juga
disebut realibitas. Sebuah Penelitian Kualitatif dapat dianggap
refabel ketika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang
Telah dilakukan oleh peneliti. Uji Dependabilitas melalui audit
seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor
netral atau pembimbing.

3. Uji obyektivitas (confirmability)

Sebuah Penelitian dapat dikatakan bersifat objektif apabila
hasil penelitian tersebut Telah disepakati oleh Banyak orang.
Penelitian kualitatif uji confirmability memiliki arti bahwa
pengujian hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang Telah
dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya dalam mencari dan mendata secara
sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lain sebagainya. Di mana
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang

diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah penelitian lapangan
selesai. Analisis data Versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013:
337) bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung Terus menerus hingga Akhir, sehingga datanya jenuh. Aktivitas
ini meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan

juga penarikan kesimpulan (verification).
1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data memiliki pengartian berupa meringkas, memusatkan
perhatian pada isu-isu penting, memilah hal-hal yang penting, mencari
tema dan pola serta membuang data yang tidak diperlukan. Dengan
melakukan reduksi data maka dapat memberikan gambaran yang lebih

jelas dan memudahkan untuk melanjutkan pengumpulan data.
2. Penyajian data (data display)

Di dalam penelitian kualitatif, adanya penyajian data berupa
uraian singkat, diagram, flowchart, hubungan antar kategori dan lain
sejenisnya. Hal ini berupa penggambaran sebagai teks naratif dan
dirancang untuk menggabungkan informasi-informasi yang terstruktur

dengan cara yang mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan (verification)

Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah menarik
kesimpulan. Kesimpulan awal yang ada Masih bersifat awal dan tidak
akan berubah kecuali ditemukan adanya bukti kuat yang dapat

mendukunh pengumpulan data selanjutnya.

Namun apabila kesimpulan yang disajikan pada tahap awal telah

didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten maka ketika
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peneliti Kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data
berarti kesimpulan yang telah disajikan adalah kesimpulan yang

masuk Akal.

Maka dari itu kesimpulan memiliki peran untuk menjawab
masalah namun tidak ada keharusan karena dalam penelitian kualitatif

karena jawabannya Masih berkembang setelah penelitian lapangan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare

1. Penerapan Hukum di Kota Parepare

Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua)
dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.® Pengguna Sepeda
Listrik adalah semua orang yang memiliki maupun mengendarai Sepeda Listrik di
jalan yang ada di Kota Parepare baik di Jalan Raya maupun di dalam kompleks atau
wilayah tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat 7 hingga Ayat 10 yaitu:

“7) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

8) Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

9) Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga

manusia dan/atau hewan.

10) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk

angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.”>°

Di mana pada ayat-ayat tersebut tidak ada penjelasan mengenai definisi
kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik sehingga sepeda listrik tidak

masuk di kategori manapun baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak

38 Pasal 1 ayat (7) Permenhub No. PM 45/2020
39 Pasal 1 UULLAJ No. 22/2009
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bermotor. Penjelasan mengenai definisi kendaraan tertentu dengan penggerak motor
listrik hanya bisa kita dapatkan di Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi:

“Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah
suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk

mengangkut orang di wiayah operasi dan/atau lajur tertentu.”*

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa Kendaraan yang dimaksud di dalam
Undang-undang tidak ada yang mencakup definisi dari Sepeda Listrik itu sendiri.

Namun bisa kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat 24 yang
berbunyi:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga
dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain

yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”*

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti yang dilakukan di Polantas Kota
Parepare memaparkan pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber
Muhammad Arafah, S.IP selaku Kasat Lantas Polres Parepare yaitu:

Apabila pengendara sepeda listrik terlibat kecelakaan di jalan raya baik
sebagai pelaku maupun korban apakah dimasukkan dalam kategori

Kecelakaan Lalu Lintas?

“lya, karena semua kecelakaan yang terjadi di jalan raya termasuk
dengan laka lantas™*?

40 pasal 1 ayat (2) Permenhub No. PM 45/2020

41 Pasal 1 ayat (24) UULLAJ No. 22/2009

42 Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Kantor Lantas
Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2023
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Dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi pelanggaran di jalan raya yang
melibatkan pengguna sepeda listrik sebagai pelaku maupun korban maka hal tersebut
dapat dimasukkan dalam kategori Kecelakaan Lalu Lintas atau LAKA LANTAS.

Berdasarkan Pengamatan Lapangan Peneliti bahwa Pengguna Sepeda Listrik
di Kota Parepare didominasi oleh Anak di Bawah usia 18 Tahun dan bahkan terdapat
temuan oleh Peneliti di mana Anak yang mengendarai sepeda listrik ini berada pada
di Bawah aturan minimum umur untuk Pengendara Sepeda Listrik yaitu sesuai
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun
2020 Tentang Kendaraan tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
Pada Pasal 4 ayat (2) yaitu:

“Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai
dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh

orang dewasa”*

Dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa sepeda listrik tidak
diperuntukkan bagi Anak di Bawah usia 12 (dua belas) tahun bahkan untuk usia 12-

15 tahun tetap harus berada di Bawah pendampingan orang dewasa.

Adapun yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan

masalah yang pertama yaitu teori sistem hukum dengan indikator sebagai berikut:
1. Struktur Hukum

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum,
kewenangan Lembaga dan personil (aparat penegak hukum). Struktur hukum
memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah
sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan

disalahgunakan.

43 Pasal 4 ayat (2) Permenhub No. PM 45/2020
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Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan
menciptakan ketidakpatuhan (disobedience) terhadap hukum. Dengan demikian
struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung
dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada

pelaksanaannya yaitu aparatur penegak hukum.

Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertian “aparat penegak hukum”
yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum
yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance.
Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman,

kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Wawancara yang dilakukan di Polantas Kota Parepare memaparkan beberapa
pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber Muhammad Arafah, S.IP
selaku Kasat Lantas Polres Parepare yaitu

Apakah ada aturan yang berlaku bagi Pengendara Sepeda Listrik di Kota

Parepare?

“Untuk aturan sepeda listrik tidak ada aturannya. Untuk di jalan
umum tidak ada diatur berdasarkan Undang-undang lalu lintas dan
Angkutan Jalan”**

Dapat peneliti simpulkan bahwa ketidakhadirannya regulasi yang detail dari
salah satu aparat penegakan hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian padahal seperti
yang kita ketahui bahwa suatu fenomena harus ada pijakan untuk dijadikan dasar
dalam melakukan penindakan terutama dalam lingkup kepolisian. Aturan yang
disebutkan hanya tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana

di dalamnya tidak ada sama sekali pembahasan terkait sepeda listrik.

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Struktur

4 Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Kantor Lantas
Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2023
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hukum (legal structur) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum
itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem
tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.*

Hasil analisis teori yang didapatkan berdasarkan pembahasan dan wawancara
pada Pihak Polantas Kota Parepare di atas dapat ditemukan pada salah satu faktor
penegakan sistem hukum yaitu substansi hukum di mana hal ini meliputi perangkat
perundang-undangan sehingga aparat pemerintah dalam hal ini melihat belum adanya
aturan dan regulasi yang baku baik dari pemerintah maupun Kepolisian Republik
Indonesia sendiri yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Polantas Kab/Kota terkait
penggunaan Sepeda Listrik sehingga terjadi kekosongan hukum dalam kacamata
Kepolisian.

Di mana pula mereka menjadikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sebagai dasar dari melakukan himbauan kepada Pengendara Sepeda Listrik tapi
pada nyatanya baik pada Perda No. 5 Tahun 2012 maupun Undang-Undang No. 20
Tahun 2009 yang membahas tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sehingga adanya miskonsepsi terkait sepeda listrik karena mereka tidak
memiliki dasar sama sekali dan bahkan tidak menghadirkan regulasi yang diperlukan
sebagaimana peran pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sehingga pada
poin struktur hukum di mana aparat kepolisian sebagai penegak hukum tidak
menjalankan tugas sebagaimana mestinya secara maksimal.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. The substance is
composed of substantive rules and rules about how institution should behave.

Substansi adalah aturan, Norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam

4 MH. CSA Teddy Lesmana, SH, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem
Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” Nusa Putra University, diakses 17 Juni 2023, 2021,
https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-
perspektif-ilmu-sosial/.



38

sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang
dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut.

Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, Norma dan
pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat
berbentuk inconcreto atau Norma hukum individu yang berkembang dalam
masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), maupun hukum
inabstracto, atau Norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang

(law in books).*®

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku
dan penegak hukum pada Waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum.
Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum
formil.#” Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam
aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;

6. Keputusan Presiden;

46 Muhammad Reza, “Sistem Hukum,” Metro Kaltara, 2017,
https://www.metrokaltara.com/8788-2/.

47 “Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur Dan Kultur,” Kongres Advokat
Indonesia, 2022, https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-
dan-kultur.html.
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7. Peraturan Daerah.*®

Hukum di Indonesia menggolongkan kendaraan menjadi dua, Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.*® Seiring perkembangan teknologi kedua
golongan kendaraan tersebut mengalami pembaharuan. Sepeda yang awalnya
bergantung pada tenaga manusia, kemudian menyertakan energi listrik sebagai
sumber penggerak alternatif. Pada penerapanya dikenal dengan sepeda listrik (e-
bike/electric bike).

Terdapat tiga karakteristik Utama yang membedakan sepeda listrik dan
sepeda pada umumnya. Pertama, sepeda listrik dilengkapi baterai yang dapat diisi
ulang dengan daya 250-1000watt dan motor listrik. Kedua, baterai listrik dan motor
listrik tersebut dapat digunakan sebagai tenaga pembantu dalam mengayuh (electric
pedal-assist) dan/atau sebagai penggerak Utama (throttle) untuk sementara Waktu.
Ketiga, kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh sepeda listrik adalah 25 km/jam,

dan untuk beberapa jenis dapat mencapai kecepatan puncak 80 km/jam.%°

Berbeda dengan sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak
bermotor sistem hukum Indonesia mengenal kendaraan bermotor dengan motor
penggerak listrik atau kendaraan bermotor listrik (KBL) melalui kewajiban
pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan atau pengujian tipe yang ditandai oleh
Sertifikat Uji Tipe (SUT).

Ketentuan Atas penggunaan sepeda dan skuter listrik diatur dalam pasal 5
ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan

Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik:

“Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:

48 Ketetapan MPR No. [1I/MPR/2000

49 Pasal 1 ayat (7) UULLAJ No. 22/2009

%0 “Kedudukan Sepeda Listrik Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” Hukum Online Pro,
2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-sepeda-listrik-dalam-hukum-positif-di-
indonesia-lt5e71b6f6af9dc



a.
b.

40

lajur khusus; dan/atau

Kawasan tertentu.

Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.
b.

lajur sepeda; atau
lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan
menggunakan penggerak motor listrik.”>!

Dimana pasal 2 ayat (1) menerangkan lebih lanjut bahwa skuter listrik,

sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda Satu (unicycle) dan otoped sebagai

kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Penggunaan atau jika menggunakan istilah PERMENHUB PM 45/2020,

pengoperasian sepeda listrik diperbolehkan melalui kata “Dapat” pada acuan tersebut

di Atas sehingga pelarangan pengoperasian sepeda listrik di jalan Raya merupakan

wewenang diskresi.

Hasil wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare memaparkan

beberapa pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber yaitu Akibar, S.IP
sebagai Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub Kota Parepare

Apakah ada aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya di Kota
Parepare dalam Kacamata Dinas Perhubungan?

“Untuk sementara belum ada Perda maupun Perwali terkait sepeda
listrik karena yang baru ada PERMENHUB No. 45 2020 tentang
Sepeda Listrik’®2

Tapi untuk Dinas Perhubungan Kota Parepare kenapa belum melakukan

tindak lanjut terkait hal tersebut?

“...Jadi kami belum menindaklanjuti dalam hal ini membuat regulasi
karena kami masih perlu koordinasi dengan stakeholder yang
mengurus terkait arus lalu lintas untuk bisa mencari solusi Bersama

51 Pasal 5 ayat (1) Permenhub No. PM 45/2020
52 Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota

Parepare, tanggal 17 Juli 2023
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dan juga kita masih mau melihat perkembangan dari sepeda listrik
+ 9953

mi

Dapat disimpulkan dari jawaban di atas bahwa setidaknya per Juni 2023 Kota
Parepare belum memiliki lajur khusus sebagaimana yang dimaksud PERMENHUB
PM 45/2020 dikarenakan dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare belum sama
sekali menindaklanjuti hal tersebut dikarenakan menunggu perintah dari pusat atau
dari pemerintah daerah serta hasil rembukan dari beberapa Lembaga.

Berdasarkan pada poin subtansi hukum dalam teori ini belum juga dicapai
dikarenakan peraturan-peraturan yang ada meskipun sudah dikeluarkan oleh
pemerintah pusat namun Dinas terkait menunggu aturan dari daerah sehingga terjadi
kekosongan regulasi karea tidak ada tindaklanjut secara langsung oleh Dinas terkait.

3. Budaya Hukum (legal culture)

Budaya hukum adalah hubungan Antara perilaku sosial dan kaitannya dengan
hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat
yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang
terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (Norma hukum). Terkait
dengan hal tersebut, maka pemanfaatan Norma-Norma lain diluar norma hukum
menjadi salah Satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam

bentuk peraturan perundang-undangan.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur
hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan
oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan
untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin

itu digunakan.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “It is the element of social attitude

and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or

53 Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota
Parepare, tanggal 17 Juli 2023
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correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions,
ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*
Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku
bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya
hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat, istiadat, pendapat, cara
melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh

dari hukum.

Secara mudah tingkat integrasi dari budaya hukum ditandai dengan tingkat
pengetahuan, penerimaan, keperayaan dan kebergantungan mereka terhadap sistem
hukum itu. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat
tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Budaya hukum yang baik akan membuat
anggota masyarakat pendukungnya berekspresi dengan baik, positif dan kreatif maka
akan menghasilkan karya-karya yang baik. Meskipun disebutkan bahwa dalam
hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur, substansi dan budaya hukum akan
tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam sistem hukum adalah budaya
hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan

hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah Satu narasumber Anak di
Bawah umur 18 (delapan belas) tahun yaitu Aisya Agilah dengan beberapa

pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait

penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Kalau aturannya Saya tidak tahu. Saya dibelikan sepeda listrik oleh
orangtua agar Saya Bisa menaikinya pergi ke sekolah. Sekarang Saya
usia 11 (sebelas) tahun dan berada di kelas V (lima) Pesantren. Kalau
ke sekolah itu tidak menggunakan helm. Hanya menggunakan

% Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York:
Russell Sage Foundation, 1975), h.15
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seragam sekolah biasa. Biasanya dibonceng sama kakak yang

berumur 12 (dua belas) Tahun atau bawa sendiri”
Dapat disimpulkan bahwa narasumber belum mengetahui regulasi yang
berlaku terkait pengendaraan sepeda listrik di Kota Parepare memenuhi minimum
umur untuk mengendarakan sepeda listrik terlebih lagi di jalan Raya Kota Parepare

dan juga tidak menggunakan alat keselamatan apapun.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber Anak yaitu Alya Nurain dengan

beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait

penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya tidak tahu aturannya. Saya usia 11 (sebelas) tahun dan sekarang
kelas V (lima). Saya menggunakannya pergi ke sekolah agar supaya
tidak usah lagi diantar oleh orang tua apalagi kalau jalan kaki itu
Capek jadi Saya meminta ke orangtua untuk dibelikan. Saya bawa
sendiri tapi hanya menggunakan seragam sekolah, tidak pakai helm
atau apapun.”®
Dapat disimpulkan bahwa narasumber tidak tahu regulasi yang berlaku dan
Masih berada di Bawah umur minimum penggunaan sepeda listrik dan membawa
kendaraan tersebut ke jalan Raya dengan tidak menggunakan alat keselamatan

apapun.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber Anak yaitu Muh. Alif Akbar

Syam dengan beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait

penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Kalau aturan Saya tidak tahu. Saya usia 11 (sebelas) tahun. Minta
dibelikan sepeda listrik karena Saya ingin memakainnya untuk jalan-

%5 Aisya Agilah, siswa, wawancara di BTN Gama, tanggal 14 Juni 2023
% Alya Nurain, siswa, wawancara di BTN Tassiso Permai, tanggal 14 Juni 2023
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jalan dan juga biasa memakainya kalau mau pergi kerja kelompok
dengan teman dekat rumah. Saya bawa sendiri tapi memang tidak tau
kalau harus pakai helm.”*’
Dapat disimpulkan bahwa narasumber di Atas tidak mengetahui aturan yang
ada dan belum mencapai usia minimum pengendara sepeda listrik terlebih lagi tidak
menggunakan alat keselamatan apapun serta menggunakan sepeda listrik di Jalan

Raya.

Dari ketiga narasumber Anak tersebut diwawancarai dengan didampingi oleh
orangtua dan atau wali. Serta dapat disimpulkan bahwa ketiganya tidak mengetahui
aturan yang berlaku, berusia di Bawah umur minimum untuk pengguna sepeda
listrik, tidak memakai helm ataupun alat keselamatan lainnya serta mengendarai
sepeda listrik tersebut di jalan Raya Kota Parepare tanpa didampingi oleh orang
dewasa sesuai dengan yang dimaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 45 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Pengendara Sepeda
Listrik yang berusia dewasa atau di Atas usia minimum Pengendara Sepeda Listrik.
Adapun beberapa pertanyaan peneliti yang diajukan pada narasumber Amaliah
Ramadhani yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait

penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya seorang mahasiswi berumur 20 Tahun. Saya menggunakan
sepeda listrik untuk berkeliling di daerah Tonrangeng tapi Saya tidak
tahu kalau ada aturannya jadi tidak menggunakan helm dan dibawa ke
jalan Raya”™®

57 Muh. Alif Akbar Syam, siswa, wawancara di Jalan Jend. Sudirman, tanggal 18 Juni 2023
8 Amaliah Ramadhani, mahasiswa, wawancara di SMAN 4 Parepare, tanggal 14 Juni 2023
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Dapat peneliti simpulkan bahwa meski pengguna sepeda listrik mencapai usia
minimum pengendara namun tidak mematuhi aturan yang ada yaitu mengendarai di

jalan Raya dan juga tidak mengenakan helm.

Selanjutnya wawancara dengan Muhammad Zulfadli Adam selaku pengguna

sepeda Listrik di Konter BM Cell dengan beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait

penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya mahasiswa berumur 21 (dua puluh satu) Tahun. Saya
menggunakan sepeda listrik untuk keluar belanja dan juga untuk rute
yang dekat. Tapi untuk aturannya sampai sekarang belum ada info
jadi kalau Saya keluar berkendara itu ke jalan Raya dan tidak

menggunakan helm.”%

Dapat disimpulkan bahwa narasumber meskipun mencapai usia minimum

pengendara sepeda listrik namun tidak mengetahui dan mematuhi aturan yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan Nurfaidah selaku pengguna sepeda listrik di

Lapak Jualannya dengan beberapa pertanyaan yaitu:

Apakah sudah tahu aturan dan sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait

penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya umur 41 (empat puluh satu) tahun dengan pekerjaan sebagai
penjual es. Saya gunakan untuk mengeluarkan barang jualan dan
digunakan kemana-mana seperti membeli barang dan bahan jualan di
pasar karena kebetulan dekat. Kalau aturannya Saya tidak tau kalau
ada dan kalau keluar itu ke jalan Raya dan tidak menggunakan

helm.”’5°

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas ialah meskipun narasumber telah

mencapai usia minimum pengendara sepeda listrik namun tetap saja tidak mematuhi

9 Muhammad Zulfadli Adam, mahasiswa, wawancara di Konter BM Cell, tanggal 14 Juni
2023
60 Nurfaidah, penjual es, wawancara di Lapak Jualan Es, tanggal 15 Juni 2023
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aturan seperti penggunaan alat keselamatan dan juga penggunaan di Kawasan

tertentu.

Dari ketiga hasil wawancara Pengendara Sepeda Usia Dewasa peneliti dapat
menarik kesimpulan bahwa mereka belum mematuhi aturan yang ada sesuai dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 karena mereka tidak

mengetahui terkait adanya regulasi tentang hal tersebut.

Analisis teori terhadap hasil wawancara di Atas peneliti menemukan bahwa
budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur
kehidupannya, yang dikenal budaya hukum masyarakat tertulis, tidak tertulis dan
kombinatif. Sehingga ketidaktahuan pengguna sepeda listrik terhadap regulasi yang
ada mengakibatkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat hukum itu
sendiri sehingga menjadikan budaya hukum dengan tidak mematuhi regulasi yang
ada menjadi hal-hal yang diimplementasikan. Namun karena keadaan saat ini
tampaknya budaya hukum di Kota Parepare Masih tergolong belum baik dikarenakan

Masih Banyak masyarkat yang awam terhadap hukum.

2. Upaya dan Peran Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam

menindaklanjuti keberadaan Sepeda Listrik di Kota Parepare

Dinas Perhubungan adalah salah Satu perangkat daerah yang digunakan
untuk memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian
dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung Jawab di Daerah
yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah. Penataan
organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah personil keseluruhan dari
Dishub ada 43 untuk ASN dan 81 Honorer. Jumlah personil Dishub yang bertugas di
lapangan ada sebanyak 25 orang untuk melakukan pengaturan, penertiban dan

penanggulangan lalu lintas di sepanjang jalan di Kota Parepare.
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Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Pemerintah Kota
Parepare telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota termasuk didalamnya adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare

dengan tugas pokok dan fungsi:

a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian kewenangan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan dibidang perhubungan yang menjadi tanggung Jawab dan
kewenangannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin Satu, Dinas
Perhubungan melaksanakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perhubungan;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;

4) Pengelolaan unit pelaksana teknis;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya

c. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan structural dan
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan diatur dengan
Peraturan Walikota.

2. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Parepare pasal 12, Susunan
Organisasi Dinas Perhubungan Kota Parepare adalah sebagai berikut:

a. Organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

b. Kepala Dinas membawahi:

1) Sekertaris, membawahi tiga Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian
Administrasi Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
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2) Bidang Perhubungan Darat, membawahi tiga seksi terdiri dari Seksi
Transportasi Perkotaan, Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Seksi
Pengawasan dan Perizinan Angkutan.

3) Bidang Pengembangan Sistem Transportasi membawahi tiga Seksi
terdiri dari Seksi Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, Seksi
Rekayasa Transportasi Darat dan Seksi Manajemen Transportasi Darat.

4) UPTD

5) Kelompok Jabatan Fungsional

c. Jumlah, nama dan bidang teknis operasional UPTD diatur dengan Peraturan
Walikota.

d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana yang dimaksud
pada poin Satu diatas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

| KEPALA DINAS |
KELOMPOK |
TABATAN FUNGSIONAL SEKRET:%RL%T
T T T
| : - SUB BAGIAN SUB BAGIAN _
: I ' ADMINISTRAST UMUM PROGRAMDAN
DAN KEPEGAWALAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PRASARANA DAN KESELAMATAN
SEKSI SEKSI
LALU LINTAS PRASARANA
SEKSI SEKSI
ANGKUTAN KESELAMATAN
SEKSI SEKSI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PENGEMEANGAN
UPTD Pjs.WALIKOTA PAREPARE,
ttd
LUTFIE NATSIR 61

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan
semestinya, artinya kepastian hukum individu memiliki hak adalah yang telah

mendapatkan putusan dari keputusan itu sendiri. Sepeda listrik adalah salah Satu

61 Peraturan Walikota Parepare No. 17 Tahun 2018
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jenis moda transportasi baru di Indonesia belum diatur sehinggga memerlukan
payung hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Untuk memenuhi kekosongan hukum didalam moda transportasi sepeda listrik, UUD
1945 sebagai hukum dasar Negara yang telah memberikan ruang dan Waktu dalam

rangka untuk menciptakan produk hukum sepeda listrik.%?

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuan
atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan Adil. Pasti sebagai pedoman
kelakukan dan Adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan

yang dinilai wajar.
1. Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab,
Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara
negara melakukan sesuatu Tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial
dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suat

tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan
dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk
mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat keadilan harus ditegakkan. Setiap
pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu

sendiri.5®

Asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav adbruch bahwa untuk
menerapkan hukum secara tepat dan Adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang

diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

82 Munir Husen, ““Prolematika Sepeda Listrik Prespketif Tus Constitutum,” Bimakini.com,
2020. https://www.bimakini.com/2022/09/prolematika-sepeda-listrik-prespketif-ius-constitutum/.

63 Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada
Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai
HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
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Adapun hasil wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Jalan Raya
yang dilakukan di Pekarangan Masjid Raya Kota Parepare memaparkan beberapa
pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber Muhammad Arsul Nur

sebagai Mahasiswa Pengguna Sepeda Motor yaitu:

Bagaimana pendapat Bapak/lbu melihat adanya fenomena Penggunaan

Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Menurut Saya, melihat sepeda listrik ini lambat pergerakannya
dibandingkan kendaraan lain di jalan Raya maka Bisa jadi mengalami
kecelakaan dan sangat berbahaya jika dikendarai di jalan Raya kecuali
ada Jalur khusus. Lagipula juga setahu Saya belum ada regulasinya.
Meskipun Belum pernah melihat kecelakaan tapi Saya melihat
Banyak Anak-Anak maupun orang dewasa yang tidak pakai helm
ketika mengendarai sepeda listrik seperti depan Toko CU”%

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa pengguna jalan lainnya
merasa bahwa adanya Sepeda Listrik di jalan Raya itu berbahaya, regulasi yang
belum jelas apalagi jika tidak menggunakan alat keselamatan dan juga kecepatan dari
sepeda listrik yang cenderung tidak bisa menyamai kecepatan kendaraan yang lain

sehingga dapat merugikan pengendara yang lain.

Selanjutnya wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Jalan Raya yang
dilakukan di Kedai Kopi Gudmud Kota Parepare memaparkan beberapa pertanyaan
yang ditanyakan peneliti kepada Narasumber Namirah. M sebagai Mahasiswa

Pengguna Sepeda Motor yaitu:

Bagaimana pendapat Bapak/lbu melihat adanya fenomena Penggunaan
Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Menurut Saya agak sedikit berbahaya karena sepeda listrik tidak ada
suaranya kemudian ukurannya kecil seperti sepeda biasa dan sudah
Banyak orang yang pakai di jalanan sehingga berbahaya apalagi jika

6 Muhammad Arsul Nur, mahasiswa, wawancara di Pekarangan Majid Raya Kota Parepare,
tanggal 14 Juni 2023
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tiba-tiba muncul dari Lorong dan langsung ada Mobil dari arah lain.
Dan juga Saya Pernah lihat pelanggaran oleh Pengendara Sepeda
Listrik yaitu sementara di lampu lalu lintas dan itu posisinya lampu
Merah mereka Kan tidak ada aturannya, apakah mau lampu Merah
mau lampu hijau mereka tetap saja melintas sehingga menganggu
ketertiban jalan.”®
Dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan regulasi terkait penggunaan sepeda
listrik di jalan Raya menganggu ketertiban jalan dan juga keselamatan dari pengguna

jalan lainnya.

Selanjutnya wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Jalan Raya
sebagai mahasiswa pemilik kendaraan bermotor yang di lakukan di Taman
Mattirotasi dengan memaparkan beberapa pertanyaan peneliti kepada Narasumber

Hardiyanti yaitu:

Bagaimana pendapat Bapak/lbu melihat adanya fenomena Penggunaan

Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Pendapat Saya itu kurang efektif penggunaannya karena Masih
Banyak Anak di Bawah umur yang menggunakannya dan juga mereka
pasti tidak mengetahui prosedur tata cara penggunaan kendaraan di
jalan Raya. Bisa dikatakan sangat berbahaya karena di mana Kita tahu
bahwa tidak semua pengguna jalan itu paham dalam berlalu lintas jadi
semisal ada yang ugal-ugalan. Untuk pelanggaran dan kecelakaan,
Saya sendiri hampir ditabrak sewaktu berkendara menggunakan motor
di dekat Toko 3 Second Parepare oleh pengguna sepeda listrik di jalan
Raya ketika Saya sedang membawa motor Saya.”*®

Dari wawancara di Atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sepeda
Listrik di Jalan Raya Kota Parepare itu Rawan mencelakakan pengguna jalan lain

yang kendaraannya memang telah memiliki legalitas untuk dikendarakan di Jalan

Raya Kota Parepare.

8 Namirah.M, mahasiswa, wawancara di Kedai Kopi Gudmud, tanggal 17 Juni 2023
8 Hardiyanti, mahasiswa, wawancara di Taman Mattirotasi, tanggal 17 Juni 2023
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Keadilan yang di maksud ialah berupa keadilan bagi seluruh pengguna Jalan
Raya di Kota Parepare terutama bagi kendaraan yang memang memiliki legalitas
untuk dikendarai di Jalan Raya Kota Parepare. Jika Kita membedah menggunakan
teori kepastian hukum pada bagian keadilan maka aturan tetap harus ditegakkan

tanpa memandang hal-hal apapun itu.

Seperti yang dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar pengguna jalan Raya
dengan kendaraan bermotor pernah terlibat kecelakaan dengan pengguna sepeda
listrik padahal jika melihat dari regulasinya bahkan sepeda listrik tidak mempunyai
dasar aturan untuk digunakan di Jalan Raya sehingga bisa disimpulkan bahwa
indikator keadilan pada teori ini tidak dapat dicapai karena adanya ketidakadilan bagi
pengendara lainnya yang telah memenuhi dan mematuhi aturan lalu lintas yang

berlaku karena memiliki dampak merugikan.
2. Kemanfaatan

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang
dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan
berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya
menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar

penderitaan.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi Sebagian
terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan

akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.®’

Pada bagian keadilan di teori kepastian hukum di Atas telah dijabarkan hasil
wawancara dengan Non Pengguna Sepeda Listrik di mana dapat penulis simpulkan
bahwa mayoritas hasil wawancara itu pernah baik melihat maupun mengalami

pelanggaran dan kecelakaan oleh pengendara sepeda listrik jadi ketika Kita

67 Lili Rasjidi dan 1.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1993), h. 79-80



53

menganalisis teori bagian kemanfaatan bisa disimpulkan manfaat bagi non pengguna
sepeda listrik dengan adanya fenomena sepeda listrik yang berlalu Lalang di jalan

Raya itu tidak ada.

Hal tersebut juga selaras dengan hasil wawancara dengan beberapa pengguna
sepeda listrik yang pernah mengalami kecelakaan atau melakukan pelanggaran di

Jalan Raya Kota Parepare.

Wawancara peneliti kepada salah Satu Pengguna Sepeda Listrik dengan
memaparkan beberapa pertanyaan peneliti kepada Narasumber Amaliah Ramadhani

yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun
kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota

Parepare?

“Pernah. Kejadiannya di sekitar Tonrangeng di mana Saya menabrak
orang lain hingga kakinya berdarah tetapi saat itu Saya kaget dan
langsung lari dari lokasi karena posisinya di situ ada event jadi ramai
sekali.”®®
Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa narasumber menabrak
pengguna jalan lain yang sedang berjalan kaki namun tidak bertanggungjawab

dengan kejadian tersebut.

Selanjutnya Wawacara peneliti kepada salah Satu Pengguna Sepeda Listrik
dengan memaparkan beberapa pertanyaan peneliti kepada Narasumber Muhammad
Zulfadli Adam yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun
kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota
Parepare?

8 Amaliah Ramadhani, Mahasiswi, wawancara di SMAN 4 Parepare, tanggal 14 Juni 2023
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“Pernah. Saya sendiri mengalami kecelakaan dengan pesepeda listrik
lainnya dikarenakan sepeda listrik Kan tidak ada wesernya atau
pengendara lain tidak melihat posisi Saya yang ingin belok sehingga
terjadi tabrakan. Semenjak itu Saya sudah tidak terlalu berani
membawa sepeda listrik ke jalan Raya. Saya juga tidak menggunakan
alat keselamatan sama sekali karena berpikir sepeda listrik itu sama
saja dengan sepeda biasa kalau digunakan di jalan Raya.”%®
Selain kecelakaan dan pelanggaran oleh Pengguna Sepeda Listrik di Jalan
Raya yang dilakukan oleh orang dewasa, kecelakaan dan pelanggaran juga terjadi
pada Anak-Anak selaku pengendara Sepeda Listrik seperti hasil wawancara peneliti
dengan salah Satu Pengendara Sepeda Listrik dibawah umur yaitu Aisya Agilah yang

Masih berumur 11 (sebelas) Tahun dengan pertanyaan yang sama yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun
kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota

Parepare?

“Pernah jatuh depan BTN Tassiso karena banku menginjak batu
dengan posisi memboncengi teman yang usianya 10 (sepuluh)
Tahun”®
Dapat disimpulkan bahwa narasumber pernah mengalami kecelakaan yaitu
terjatuh dari sepeda listrik meskipun tidak ada luka tapi tetap saja membahayakan

nyawa Anak-Anak serta melanggar usia minimum pengendara sepeda listrik.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber Anak berusia 11 (sepuluh) Tahun

Bernama Alya Nurain dengan pertanyaan yang sama yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun
kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota

Parepare?

8 Muhammad Zulfadli Adam, Mahasiswa, wawancara di Konter BM Cell, tanggal 14 Juni
2023
0 Aisya Agilah, Siswa, wawancara di BTN Gama Parepare, tanggal 14 Juni 2023
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“Pernah. Menabrak tembok dan jatuh dengan luka di bagian kaki

karena bonceng tiga jadi tidak bisa melihat keadaan sekitar”.”

Dapat disimpulkan bahwa narasumber pernah mengalami kecelakaan dan

juga melanggar aturan minimum usia pengendara dan berbonceng tiga.

Selanjutnya narasumber Anak Muh. Alif Akbar Syam dengan usia 11
(sebelas) tahun sebagai pengguna sepeda listrik di mana peneliti memberikan

pertanyaan yang sama yaitu:

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun
kecelakaan lalu lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota

Parepare?

“Pernah. Ditabrak sama motor tapi tidak luka, hanya bagian depan

sepedaku yang rusak karena ditabrak.”"2

Dapat disimpulkan bahwa narasumber pernah terlibat kecelakaan di jalan

Raya akibat tabrakan dari pengguna jalan lainnya.

Dari ketiga jawaban narasumber di Atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
semuanya pernah terlibat pelanggaran dan kecelakaan selama menggunakan sepeda
listrik di Jalan Raya Kota Parepare sehingga dipandang bahwa Anak-Anak menjadi
bagian yang Rawan menjadi korban ketika berkendara menggunakan sepeda listrik di

Jalan Raya Kota Parepare.

Namun peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai alasan penggunaan

sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare Antara lain:

Pertama, wawancara peneliti dengan narasumber Amaliah Ramadhani dengan

mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

Apa alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

L Alya Nurain, siswa, wawancara dilakukan di BTN Tassiso Permai, tanggal 14 Juni 2023
2 Muh. Alif Akbar Syam, siswa, wawancara di Jalan Jend. Sudirman, tanggal 19 Juni 2023



56

“Saya menggunakannya di area Tonrangeng untuk berjalan-jalan saja

Sebagai alternatif kendaraan.””?

Dapat disimpulkan bahwa alasan penggunaan sepeda listrik di jalan Raya
Kota Parepare pada narasumber diatas ialah sebagai alternatif kendaraan untuk

bersantai.

Kedua, wawancara peneliti dengan narasumber Muhammad Zulfadli Adam

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:
Apa alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Saya menggunakan sepeda listrik untuk keluar belanja ke pasar dan
juga untuk rute yang dekat. Apalagi lebih enak pemakaiannya dan
juga alternatif selain motor sehingga dapat meminimalisirkan biaya
bensin dan sebagainya.”’*
Dapat disimpulkan bahwa alasan penggunaan sepeda listrik di jalan Raya
Kota Parepare yaitu sebagi alternatif kendaraan dan juga digunakan untuk berbelanja

kebutuhan.

Ketiga, wawancara peneliti dengan narasumber Nurfaidah dengan

mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:
Apa alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?

“Untuk digunakan mengeluarkan barang jualan dan digunakan
kemana-mana seperti membeli barang dan bahan jualan di pasar.”

Pada narasumber ketiga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sepeda listrik

di jalan Raya Kota Parepare digunakan dengan tujuan menjual atau ekonomi.

Dapat disimpulkan sepeda listrik juga menjadi alternatif kendaraan bagi
seluruh narasumber dalam rangka dimanfaatkan untuk pergi sekolah, mencari nafkah

8 Amaliah Ramadhani, mahasiswa, wawancara di SMAN 4 Parepre, tanggal 14 Juni 2023
4 Muhammad Zulfadli Adam, mahasiswa, wawancara di Konter BM Cell, tanggal 14 Juni
2023
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dan menghemat keuangan. Tapi bukan berarti manfaat-manfaat tersebut bisa menjadi
patokan legitimasi Sepeda Listrik untuk dioperasikan di jalan Raya atau jalan umum.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan
semestinya, artinya kepastian hukum individu memiliki hak adalah yang telah
menadapatkan putusan dari keputusan itu sendiri. Sepeda listrik adalah salah Satu
jenis moda transportasi baru di Indonesia belum diatur sehinggga memerlukan
payung hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Untuk memenuhi kekosongan hukum didalam moda transportasi sepeda listrik, UUD
1945 sebagai hukum dasar Negara yang telah memberikan ruang dan Waktu dalam

rangka untuk menciptakan produk hukum sepeda listrik.”

Belakangan ini muncul sebuah terobosan baru perkembangan teknologi dari
sepeda tersebut yaitu Sepeda Listrik. Penggunaan sepeda listrik dari hari ke hari
semakin meningkat, Sepeda listrik ini menjadi solusi Atas mahalnya Harga bahan
bakar minyak, polusi suara, dan polusi Udara. Dengan tenaga dari putaran motor
dinamo, tak ada asap pembakaran yang dibuang, tak ada lagi konsumsi bahan bakar
minyak yang berlebihan, dan tanpa suara yang membisingkan telinga. Sepeda ini
tampil layaknya motor matik yang sedang diminati. Cukup di charge selama

beberapa jam, dan sepeda ini pun siap digunakan layaknya motor matik.

Selain itu penting di ingat bahwa kendaraan Sepeda Listrik harus tunduk
kepada aturan hukum lalu lintas yang berlaku agar terciptanya kenyamanan dan
keamanan dalam berkendara. seperti halnya kendaraan-kendaraan yang lain seperti,

sepeda motor, Mobil, dan kendaraan-kendaraan lainnya.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pada pokoknya mengatur kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas, kepada

> Munir Husen, “Prolematika Sepeda Listrik Prespketif Tus Constitutum,” Bimakini.com,
2020, https://www.bimakini.com/2022/09/prolematika-sepeda-listrik-prespketif-ius-constitutum/.
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pengguna jalan sudah seharusnya diberikan bimbingan, penyuluhan seluas-luasnya,

sehubungan mereka yang akan mengalami ketentuan-ketentuan tersebut.’®

Jika Kita hubungkan pengertian KBL berbasis baterai dan kendaraan tidak
bermotor dengan karakteristik sepeda listrik, maka dapat Kita temukan permasalahan
hukum. Yaitu belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang sepeda
listrik jika dikendarai di Jalan Raya. Dengan tidak adanya peraturan yang secara
khusus mengatur tentang sepeda listrik, hal ini mengakibatkan tidak adanya ‘rambu-

rambu’ yang jelas bagi pengguna sepeda listrik, pengusaha dan penegak hukum.

Selanjutnya pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Akibar, S.PI sebagai
Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub

Bagaimana respon instansi tentang maraknya atau hadirnya sepeda listrik?

“Sebenarnya terkait hadirnya sepeda listrik jika membahas terkait
biaya dibandingkan penggunaan BBM sehingga kedepannya bisa
beralih ke situ tapi tetap harus ada aturan terkait itu. Sudah ada
permenhub. Instansi mendukung adanya sepeda listrik.””’

Jika terkait hadirnya sepeda listrik di jalan raya bagaimana respon instansi?

“Kalau di jalan raya, penggunaan kendaraan listrik belum diizinkan di
jalan raya sesuai permenhub hanya di jalur khusus”’®
Dapat peneliti simpulkan bahwa respon instansi terkait maraknya sepeda
listrik melihat dari sisi ekonomis dan mendukung hadirnya sepeda listrik namun
ketika berbicara tentang penggunaan sepeda listrik di jalan raya maka pihak instansi

belum memberikan izin.

Kemudian peneliti menanyakan beberapa pertanyaan lagi yaitu

76 Ismail Hasan Metareum, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu
Lintas, (CV. Rajawali: 2009), h.64

7 Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota
Parepare, tanggal 17 Juli 2023

8 Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota
Parepare, tanggal 17 Juli 2023
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Mengapa Belum ada penindaklanjutan terkait Penggunaan Sepeda Listrik
maupun terkait PERMENHUB No. 45 2020 yang telah dipaparkan

sebelumnya?

“Sudah ada wacana bahwa Parepare perlu merancang aturan terkait
sepeda listrik. Tapi Belum ditindaklanjuti permenhub karena belum
ada turunan karena kami hanya menunggu petunjuk dari pusat,
menunggu pembahasan Bersama Lembaga-lembaga lalu lintas dan
juga ini hal yang baru jadi diperlukan pencermatan yang lebih untuk
melihat perkembangan yang ada.”"®
Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan hanya terus menunggu
petunjuk teknis dari pusat dan perlu diadakannya forum Bersama Lembaga-lembaga
lalu lintas namun sampai sekarang hanya sekedar wacana dari pihak terkait yaitu

Dinas Perhubungan Kota Parepare.

Analisis teori kepastian hukum terhadap hasil wawancara ini sendiri tidak
terpenuhi  karena melihat dari Dinas Perhubungan Kota Parepare sebagai
perpanjangantangan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia namun
belum adanya tindaklanjut atau aturan dari Dinas Perhubungann terkait dengan

Pembentukan Fasilitas Jalur Khusus bagi Pengguna Sepeda Listrik.

Selanjutnya pertanyaan dari peneliti kepada Akibar, S.IP sebagai Kabid LLAJ
dan Angkutan Dishub yaitu

Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang disediakan bagi pengguna

sepeda listrik?

“Belum ada sarana dan prasarana karena kami menunggu petunjuk
teknis dari pusat tentang penggunaan sepeda listrik di daerah. Untuk

9 Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota
Parepare, tanggal 17 Juli 2023
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cas sudah disiapkan di PLN tapi hal lainnya pemerintah daerah belum
menyiapkan.”®

Tidak tersedianya sarana dan prasarana salah satunya berupa lajur khusus

dalam konteksnya sebagai perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda

sebagaimana diamanahkan pasal 25 ayat (1) huruf g UU Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian ditegaskan melalui Surat

Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2021 tentang Pedoman

Perancangan Fasilitas Pesepeda sebagai acuan teknis pelaksanaan Perancangan

Fasilitas Pesepeda mengindikasikan lemahnya Peran Pemerintah dalam Penyediaan

Fasilitas Pendukung Pengguna Jalan di Kota Parepare serta lemahnya peran

pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan hukum yang ada.

Dari sinilah terdapat kekosongan hukum terkait dari legalitas penggunaan
sepeda listrik di jalan Raya maupun Kawasan tertentu karena belum ada aturan dari
pemerintah Kota maka untuk mengisi kekosongan hukum terkait sepeda listrik maka
Pemerintah melaksanakan Peraturan kebijksanaan sebagai wujud adminstrasi negara
dalam bentuk Peraturan (regelingen), misalnya Peraturan Menteri Perhubungan RI
No 45 Tahun 2020. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak motor listrik, yang meliputi
sepeda listrik, skuter listrik, hoverboard, sepeda roda Satu (unicycle) dan otoped.

Jadi sepeda listrik mengacu pada Permenhub 45 Tahun 2020.

Walaupun Permenhub tidak masuk dalam tata urutan Perundang-undang,
namun kedudukan Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011,
baik yang dibentuk Atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
Tinggi maupun yang dibentuk Atas dasar kewenangan dibidang urusan tertentu yang

ada pada Menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.

8 Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota
Parepare, tanggal 17 Juli 2023
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Hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah yang menjadi amanat
Permenhub, pengguna sepeda listrik harus dipenuhi sebagai syarat kelayakan agar
sepeda listrik bisa didigunakan. Di pasal 3 Permenhub No. 45. Tahun 2020
menyebutkan, pengguna sepeda dan skuter listrik harus memenuhi syarat
keselamatan meliputi: Lampu Utama, Lampu posisi atau alat pemantul cahaya
(reflector) di bagian belakang, Alat pemantul cahaya di Kiri dan kanan, Sistem rem
yang berfungsi dengan baik, Klakson atau bel, kecepatan paling Tinggi dua puluh

lima kilometer per jam.

Sedangkan syarat penggunaan sepeda dan skuter listrik di pasal 4 adalah
Menggunakan Helm, Berusia minimal 12 (dua belas) tahun, Pengguna sepeda listrik
berusia 12-15 (dua belas-lima belas) tahun, didampingi oleh orang dewasa, Tidak
boleh mengangkut penumpang kecuali dilengkapi tempat duduk penumpang serta

Tidak boleh melakukan modifikasi yang dapat meningkatkan kecepatan.

Namun sejauh ini peneliti belum mendapatkan aturan dan regulasi yang Baku
di aturan yang ada di Kota Parepare terkait legalitas penggunaan sepeda listrik di
jalan Raya sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada kepastian hukum terkait hal

ini.

Kesimpulan peneliti berdasarkan ketiga indikator dari Teori Kepastian
Hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian itu belum ada Satu pun yang
tercapai hanya pada bagian kemanfaatan itu belum maksimal karena di Satu Sisi
memang membantu moda transportasi bagi pengguna terkait namun di Sisi lain

Banyak merugikan pengguna jalan lain yang ada di Kota Parepare.

Sehingga dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak
tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty)
yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan

sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada
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pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak
dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.8:

Selanjutnya Peneliti memberikan Pertanyaan kepada Akibar, S.IP selaku
Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub yaitu

Aturan seperti apa yang dicita-citakan atau diharapkan oleh Dinas

Perhubungan kaitannya dengan Sepeda Listrik?

“Yang diharapkan adanya regulasi yang lebih detail tentang

penggunannya karena perkembangannya cukup tinggi. Kita juga mau

melihat nanti apakah sepeda listrik mempunyai kontribusi terhadap

permerintah kota seperti restribusi agar dapat menghasilkan PAD bagi

Parepare.”®2

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pendekatan yuridis berupa lus

Constituendum berupa hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara
tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan. Sehingga berdasarkan
hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa aturan yang dicita-citakan
oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare ialah adanya regulasi yang mendetail terkait
penggunaan sepeda listrik dan juga regulasi terkait kontribusi sepeda listrik terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus di Kota Parepare.

3. Upaya dan Peran Kepolisian Resort Kota Parepare dalam
menindaklanjuti keberadaan Sepeda Listrik di Kota Parepare

Kasat Lantas Kota Parepare membawahi Kepolisian Negara Republik

Indonesia Sektor. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya

Polda dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes untuk Polrestabes

atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk Polres. Saat ini jumlah personil yang

81 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” Volume 13 Jurnal
Legislasi Indonesia, Nomor 2 (2016): h.194

82 Akibar, S.IP, Kabid LLAJ dan Angkutan Dishub, wawancara di Kantor Dishub Kota
Parepare, tanggal 17 Juli 2023
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bertugas di lapangan untuk melakukan pengaturan, penertiban dan penanggulangan

lalu lintas ada sebanyak 45 orang personil yang bertugas shift pagi, siang dan sore.

Visi yang diemban yaitu “Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima

tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri mantap serta terjalinnya energi polisional

yang proaktif”’. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang dijalankan yaitu:

a.

Melaksanakan deteksi Dini dan peringatan Dini melalui kegiatan/operasi
penyelidikan, pengaman dan penggalangan;

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah,
responsif dan tidak diskriminatif;

Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;

Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh
hukum;

Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan
akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;

Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh
sumber daya Polri Guna mendukung operasional tugas Polri;

Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan Lembaga
internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun

kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).
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KASAT LANTAS
KAURBIN OPS
LANTAS
KAURMINTU
KANIT KANIT KANIT KANIT
REGIDENT TURJAWALI LAKA DIYAKSA

Ketaatan Hukum tidaklah lepas dari kesadaran Hukum, dan kesadaran

Hukum yang baik adalah ketaatan Hukum, dan ketidak sadaran Hukum yang laik

adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan Hukum Harus disandingkan sebagai sebab

dan akibat dari kesadaran dan ketaatan Hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat

dipisahkan Antara kesadaran Hukum dan ketaataan Hukum maka beberapa literaur

yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan Hukum bersumber pada

kesadaran Hukum, Hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

1.

Legal consciousness as within the law, kesadaran Hukum sebagai ketaatan

Hukum, berada dalam Hukum, sesuai dengan aturan Hukum yang disadari

atau dipahami;
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2. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud

menentang hukum atau melanggar hukum.®3

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan
ketaatan Sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang Harus
dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan Akan timbul sanksi, tidaklah demikian
dengan ketaatan Sosial, ketaatan Sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan
maka sanksi-sanksi Sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi
penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.
Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai
subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku

yang nyata.

Beberapa Pertanyaan yang diajukan Peneliti kepada Muhammad Arafah, S.IP

sebagai Kasat Lantas Polres Parepare yaitu

Bagaimana respon instansi terkait maraknya sepeda listrik dan digunakan di

jalan raya?

“Kami merespon dengan menindaki atau memberi teguran kepada
pengguna sepeda listrik supaya tidak menggunakan di jalan umum.
Adanya sepeda listrik kami tidak bisa melarang penjualannya, kami
hanya menunggu perintah dari pusat dan untuk sementara kami
menghimbau untuk tidak digunakan di jalan raya.””*

Dapat peneliti simpulkan bahwa respon instansi kepolisian khususnya bagian
lalu lintas itu ketika melihat ada penggunaan sepeda listrik di jalan raya memberikan
himbauan karena memang ada pelarangan melintas di jalan raya mengingat Undang-
undang lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur terkait keabsahan sepeda

listrik untuk bisa melintas di jalan raya khususnya Kota Parepare.

8 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence,Kencana,2009), h.510

8 Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Polantas
Parepare, 10 Juli 2023
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Bagaimana sistem penindakan kepolisian terhadap pengguna sepeda listrik
jika ditabrak atau menabrak (menggunakan aturan apa untuk menyelesaikan

hal tersebut)?

“Sesuai dengan SOP LAKA LANTAS karena semua kecelakaan yang
terjadi di jalan raya termasuk dengan laka lantas.”®
Jawaban terkait pertanyaan peneliti selanjutnya dapat disimpulkan bahwa
sistem penindakan kepolisian ketika terjadi insiden di jalan raya yang melibatkan
sepeda listrik yaitu dengan menggunakan SOP LAKA LANTAS.

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang tatacara penanganan
kecelakaan lalu lintas dibuat sebagai pedoman bagi anggota Polri guna Tertib
administrasi penyidikan serta penanganan kecelakaan lalu lintas secara profesional.
Penanganan kecelakaan lalu lintas sebagaimana di sebut dalam Peraturan Kapolri
Nomor 15 tahun 2013 merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh
petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang
meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan
tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas,

mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
Penanganan kecelakaan Lalu Lintas senantiasa memegang prinsip antara lain:

1. Transparan, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara
terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas
mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas;

2. Akuntabel, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang pelaksanaan dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

3. Efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan
secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, Pengamanan
TKP, dan pengumpulan alat bukti; dan

8 Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Polantas
Parepare, 10 Juli 2023
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4. Terpadu, yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling koordinasi

antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.
Olah TKP Laka Lantas
Yang dimaksud dengan Olah TKP Laka Lantas:

Olah TKP lakalantas merupakan serangkaian tindakan di TKP untuk mencari
dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan
saksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti
serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Antara lain:

1. Melakukan Pengamatan TKP laka lantas
Pengamatan dilakukan untuk mengetahui situasi kecelakaan lalu lintas
(pengamatan umum) dan kondisi yang terlibat kecelakaan lalu lintas
(pengamatan khusus).

2. Pengumpulan Bukti Kejadian Laka Lantas
Barang bukti yang dikumpulkan merupakan barang berwujud, bergerak atau
tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk
diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna

mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.%®

Didasarkan pada pisau teori ketaatan hukum bagian peranan Lembaga ialah
Kita bisa melihat bahwa peranan Lembaga sebagai penegak hukum untuk
mewujudkan ketaatan masyarakat sebagai subjek hukum sudah dilaksanakan karena
pihak kepolisian telah turun melakukan himbauan dan larangan kepada masyarakat
tentang bahaya mengendarai sepeda listrik di jalan Raya. Namun pada teori ketaatan

hukum menurut H.C Kelman Masih ada 3 (tiga) poin penting terkait ketaatan

8 Joni Kasim, “Begini SOP Penanganan Laka Lantas,” Tribrata News, 2020,
https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/11/19/begini-sop-penanganan-laka-lantas/.
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masyarakat yang di mana peneliti akan telaah lebih lanjut dengan menjadikan hasil

wawancara sebagai dasar dari kesimpulan berikutnya.

Unsur ketaatan hukum menurut H. C. Kelman ketaatan masyarakat terhadap

hukum tebagi Atas tiga, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan
hanya Karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, Karena ia
membutuhkan pengawasan yang Terus menerus.

2. Ketaatan yang bersifat indentification yaitu ketaatan seseorang yang terlahir
Karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan
orang lain.

3. Ketaatan yang bersifat intemalization yaitu jika seseorang menaati aturan
benar-benar Karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan Nilai-Nilai yang

dianutnya.

Hasil analisis wawancara pada Pihak Polantas Kota Parepare ada Pada salah
Satu faktor penegakan sistem hukum yaitu perangkat perundang-undangan sehingga
meskipun aparat pemerintah telah melakukan tugasnya namun ketika melihat belum
adanya aturan dan regulasi yang Baku terkait penggunaan sepeda listrik di jalan Raya
Kota Parepare sehingga menjadikan aparat pemerintah tidak dapat dasar hukum

dalam mengatasi pelanggaran akibat sepeda Listrik.

Pada salah satu faktor penegakan sistem hukum yaitu substansi hukum di
mana hal ini meliputi perangkat perundang-undangan terjadi kekosongan hukum dan
adanya miskonsepsi terkait sepeda listrik karena mereka tidak memiliki dasar sama
sekali dan bahkan tidak menghadirkan regulasi yang diperlukan sebagaimana peran
pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sehingga pada poin struktur hukum
di mana aparat kepolisian sebagai penegak hukum tidak menjalankan tugas
sebagaimana mestinya secara maksimal karena hanya memberikan himbauan tapi

tidak mengeluarkan aturan-aturan terkait.
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Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa pengendara
Sepeda Listrik di Atas Umur 18 Tahun dengan pertanyaan yang sama yaitu

“Apakah mengetahui aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kota Parepare?”

Tabel 4.1
Hasil Wawancara pada Pengguna Sepeda Listrik di Atas Usia 18
Tahun
Nama .
Alamat Usia Jawaban
Narasumber
Amaliah Tidak tahu kalau
) JI. Mappangara 20 Tahun
Ramadhani®’ ada aturannya
Muhammad ] Belum dapat info
) JI. Lasinrang 21 Tahun ]
Zulfadli Adams® terkait aturannya
Nurfaidah® JI. Lasinrang 41 Tahun Tidak tahu

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa pengendara
Sepeda Listrik Anak di Bawah Umur 18 Tahun (Wawancara dilakukan dengan

didampingi oleh orangtua dan atau wali) dengan pertanyaan yang sama yaitu:

“Apakah mengetahui aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kota Parepare?”

87 Amalia Ramadhani, Mahasiswa, wawancara di SMAN 4 Parepare, tanggal 14 Juni 2023

8 Muhammad Zulfadli Adam, Mahasiswa, wawancara di Konter BM Cell, tanggal 14 Juni
2023

8 Nurfaidah, Penjual Es, wawancara di Lapak Jualan Es, tanggal 15 Juni 2023
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Tabel 4.2
Hasil Wawancara pada Pengguna Sepeda Listrik di Bawah usia 18 Tahun

Nama )
Alamat Usia Jawaban
Narasumber

_ _ JI. Polwil 2 BTN Tidak tau

Aisya Agilah® 11 Tahun
Gama aturannya
_ BTN Tassiso Tidak tau

Alya Nurain® _ 11 Tahun
Permal aturannya
Muh. Alif Akbar Sumpang Tidak tau

. 11 Tahun
Syam® Minanga’e aturannya

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Dari hasil wawancara ke 6 (enam) narasumber baik dengan usia di Atas 18
(delapan belas) Tahun dan usia di Bawah 18 (delapan belas) Tahun semuanya tidak
mengetahui terkait regulasi tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota

Parepare.

Terkait hal tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori ketaatan hukum oleh
H.C Kelman bahwa tiga poin ketaatan hukum sama sekali tidak tercapai karena
masyarakat di mana merupakan hukum yang hidup (living law) tidak mengetahui

adanya regulasi terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

Sehingga kesimpulan yang dapat peneliti Tarik ialah sosialisasi dan himbauan
yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polantas belum

efektif karena belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya pertanyaan dari Peneliti Kepada Muhammad Arafah, S.IP selaku

KASAT Lantas Polres Kota Parepare berupa pertanyaan

% Aisya Agilah, Siswa, wawancara di BTN Gama, tanggal 14 Juni 2023
%1 Alya Nurain, Siswa, wawancara di BTN Tassiso Permai, tanggal 14 Juni 2023
92 Muh. Alif Akbar Syam, Siswa, Wawancara di Jalan Jend. Sudirman Tanggal 18 Juni 2023
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Aturan seperti apa yang dicita-citakan atau diharapkan oleh Kepolisian
khususnya Polantas terkait penggunaan sepeda listrik?

“Kalau bisa diatur tidak ada penggunaan di jalan raya. Kami harap

bisa diundang-undangkan agar larangannya lebih pas lagi.”%®

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pendekatan yuridis berupa lus
Constituendum berupa hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara
tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan. Sehingga berdasarkan
hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa aturan yang dicita-citakan
oleh Kepolisian Resort Kota Parepare ialah diharapkan adanya aturan yang dibentuk

agar larangan penggunaan sepeda listrik dapat ditetapkan.

B. Aturan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya dari Perspektif
Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari figh siyasah yang menggambarkan dan
membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu kajian ini juga
membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.®

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Parepare adalah organisasi
yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit
dibayangkan suatu Negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara

lain, menegakkan hukum dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Salah satu bidang figh siyasah disebut Siyasah Dusturiyah, yang mengacu
pada kewenangan pemerintahan untuk membuat dan menegakkan hukum. Dalam tata
Bahasa, siyasah duturiyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata siyasah dan kata

dusturiyah. Siyasah artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan

% Muhammad Arafah, S.IP, Kasat Lantas Polres Kota Parepare, wawancara di Kantor Lantas
Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2023
% Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam.
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kebijakan, pengurus, dan pengawasan. Sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang
atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang
berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan Batasan
kekuasannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi
pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan
masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.*®

Berlaku adil bukanlah membagi sesuatu secara sama rasa dan sama rata.
Prinsip berlaku adil harus proporsional. Di dalam Islam, spektrum berlaku adil sangat
bersegi Banyak. Misalnya, dalam hal menetapkan hukum, memberi hak kepada
orang lain, menghadapi orang yang tidak disukai, termasuk dalam hal berbicara dan

kesaksian.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:5 )
VA a5 2 505 1 2 8515 8 A A Jas o A0l Sl 155 Y5 )
ALY
Terjemahnya:

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta
(mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok
kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”%

Menurut al-Thabari dalam kitab tafsirnya, ayat 5 surah an-Nisa adalah seruan
dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin agar
melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung Jawab, yakni rakyat, baik
terkait hak maupun kewajiban. Hal itu bisa diraih dengan cara menegakkan keadilan

di Antara mereka dalam segala hal.%’

% Kus Fiani Savina, Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Yang Bersifat Non Excuitable, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24

% Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya

% Dr. K.H. Syamsul Yakin MA, “Pahala Berlaku Adil,” UIN JKT, 2020,
https://www.uinjkt.ac.id/pahala-berlaku-adil/.
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Maka, dari itu Pemerintah sebagai Khalifah di muka bumi ini harus

senantiasa berperilaku adil dalam melakukan penyelesaian hukum yang ada.

Siyasah Dusturiyah mengkaji hukum negara yang berkaitan dengan aturan

dasar untuk struktur pemerintahan, hukum yang mengatur hak-hak warga negara, dan

hukum yang mengatur pembagian kekuasaan. Ada dua faktor kunci yang tidak dapat

dipisahkan baik dari persoalan figh siyasah dusturiyah. Alasan kully, hadist, dan

semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat didahulukan. Berikutnya adalah

teks-teks Al-Qur’an. Kedua, meskipun tidak sepenuhnya, temuan ijtihad para ulama,

yang mencakup norma-norma yang dapat berubah dalam menanggapi situasi dan

kondisi yang berubah.®® Figh Siyasah Dusturiyah dapat terbagi kepada:

1.

Bidang siyasah tasyri’iyyah, termasuk dalam persoalan ahlul halli wal aqdi,
perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim didalam
suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan
pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian figh siyasah
dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan siyasah
tasyri’iyyah yang merupakan bagian figh siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan
pemerintahan islam dalam membuat dan menerapkan hukum. Dalam kajian
figh siyasah, istilah siyasah tasri’iyyah digunakan untuk menunjukkan salah
satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah
kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau
kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan
diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan
yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat islam.

Bidang Siyasah Tanfidiyah, meliputi masalah imamah, masalah bai at,

masalah wizarah, masalah wuliyul ahdi, dan lain-lain. Al-Maududi

% Beby Falen, Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI1/2018 Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah,
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019,

h. 20.
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menegaskan bahwa badan eksekutif dalam Islam dikenal sebagai ulil amri
dan dipimpin oleh seorang emir atau khalifah. la hanya menekankan kepala
negara dan kepala pemerintahan sebagai pucuk roda untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan urusan negara dalam menjalankan peraturan perundang-
undangan dan sekaligus membuat kebijakan jika dipandang perlu untuk
mendatangkan manfaat bagi kepentingan rakyat. Masyarakat dalam
penyelenggaraan negara yang mayoritas beragama Islam dan menganut
sistem presidensial seperti Indonesia.

3. Bidang Siyasah Qadla’iyyah, yang meliputi masalah hukum. Dalam sejarah
Islam, wilayah al-hisbah (lembaga peradilan yang menangani masalah
pelanggaran seperti penipuan dan penipuan bisnis), wilayah al-qadha, dan
wilayah lainnya biasanya termasuk dalam kewenangan lembaga ini (lembaga
peradilan). Yang memutus perkara antara sesame warga, baik perdata maupun
hukum pidana). Dan wilayah al-muzhalim (badan peradilan yang mengadili
klaim penyelewengan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnhya,
seperti ketika mereka membuat keputusan politik yang merugikan dan
melanggar haka tau kepentingan rakyat atau ketika mereka mengambil
tindakan lain yang melakukannya).

4. Bidang siyasah idariyah, termasuk didalamnya masalah-masalah
administratif dan kepegawaian.*®

Dalam menentukan perspektif siyasah dusturiyah terhadap Penggunaan Sepeda

Listrik di Jalan Kota Parepare. Ada Beberapa indikator yang perlu di perhatikan
yaitu:

1. Keadilan
Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam

tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang Bernama negara maupun

% Nabila Safitri, Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara
Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan
Fakir Miskin), Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung, 2020, h. 158.
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lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara negara
nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun
persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. '

Keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran islam, setiap orang muslim akan
memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarakan pada hakekatnya
manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain dan
yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita analisis bahwa semua orang dalam
hal ini Pengguna Jalan Raya di Kota Parepare berhak mendapatkan keadilan baik
berupa Pengguna Sepeda Listrik maupun Non Pengguna Sepeda Listrik dan
Pengguna Jalan Lainya.

Fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa seringkali terdapat
pelanggaran dari Pengguna Sepeda Listrik dan sebagaimana diketahui belum
memiliki legitimasi untuk dikendarai di jalan raya sehingga menimbulkan mudharat
bagi pengguna jalan lainnya.

Keadilan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh semua manusia, dalam
hukum dikenal dengan Equality Before The Law semua orang sama di mata hukum,
bgitu pula dijelaskan dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hadid/57:25

G55 Ll S a3k Gisaadls il agaa U3 cdaly Wiy ki Ay
cSse fogh b () il ALl skl G i alhaly Gl adliag B s 4 el

Terjemahnya:

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti
yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan)
agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai
kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa

100 Tamyiez Dery, Dosen Tetap Fakultas Syari’ah UNISBA 337, 28, 2012, h. 337.
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yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.””1%

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya keadilan harus tetap ditegakkan oleh
Pihak terkait dalam hal ini Pemerintah terutamanya pada penerapan Hukum bagi
Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare.

2. Kepentingan Umum

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum
islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan
manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum islam harus sesuai dengan prinsip

sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna. %2

Dalam hal ini Dinas Perhubungan belum melakukan tindaklanjut Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020. Di mana
Amanah atau penyampaian belum terpenuhi atau dicapai sesuai dengan Q.S An-Nisa
14:58

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa /4:58
20l 15888 41 G G AEa 193 Tl ) it 1535 4 &k al &) 6 )
{1t s 8 ) {4y e Ui
Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.
Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan
secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.””103

Berdasarkan kaidah figh, pada dasarnya Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan

Raya Kota Parepare apabila ditinjau dari segi kemaslahatannya termasuk dalam

101 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya.
102 Muhammad Sabiq Balya, ‘Journal of Constitutional Law, 2021.h. 3.

103 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya.
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kepentingan umum dan kemanfaatan banyak orang maka setiap kebijakan harus tetap
sesuai pada koridor agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemerintahan Yang Baik

Upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam memberikan aturan terkait
Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya di Indonesia khususnya di Parepare
nampaknya belum berlaku signifikan. Meskipun Pihak Kepolisian khususnya
Polantas sebagai aparatur penegak hukum di masyarakat telah melakukan tugasnya
namun kekosongan hukum sebagai dasar legitimasi untuk bertindak menjadikan
pihak-pihak terkait belum dapat secra maksimal melakukan tugasnnya.

Namun hambatan dalam implementasi peraturan tersebut dapat dilakukan
dengan penerbitan peraturan dari Dinas Perhubungan sesuai dengan dijelaskan dalam

Al-Quran dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan

Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyirah/94:5
{150 il g (3 )
Terjemahnya:

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”1%

Ayat diatas dapat menjelaskan bahwa pemerintah dan aparat terkait dalam
menindaklanjuti Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare perlu
segera mendindaklanjuti terkait aturan yang ada karena jika sampai saat skripsi ini
telah selesai namun belum ada aturan terkait maka akan menimbulkan mudharat bagi
banyak orang. Pemerintah juga perlu menerapkan asas-asas umum pemerintahan
yang baik dikarenakan hasil penelitian dilihat dari tanggapan responden bahwa
pemerintah belum melaksanakan asas-asas tersebut dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya persepektif

siyasah dusturiyah terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare

104 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya.
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bahwa pemerintah belum menyampaikan Amanah berupa implementasi aturan
terkait di Kota Parepare sehingga menjadi hal yang tidak pasti dan dapat
menimbulkan mudharat yang lebih banyak di kemudian hari ketika aturan belum
juga dipastikan terkait legitimasi dikendarainya Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota
Parepare.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (Field Research) dan setelah
penulis menganalisa Serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Maka
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Sepeda Listrik di Kota Parepare belum memiliki aturan yang
baku dan detail terkait legalitas, larangan, sanksi maupun yang membahas
terkait pelanggaran dalam penggunaan sepeda listrik di Kota Parepare
dikarenakan belum ada tindaklanjut oleh Dinas dan Instansi terkait mengenai
aturan yang telah ada di pusat sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum
terhadap Pengguna Jalan lain yang memang memiliki legalitas untuk berada
di Jalan Raya Kota Parepare. Terkait aturan yang dicita-citakan oleh Dinas
Perhubungan Kota Parepare ialah adanya regulasi yang mendetail terkait
penggunaan sepeda listrik dan juga regulasi terkait kontribusi sepeda listrik
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus di Kota Parepare
sedangkan dari Kepolisian Resort Kota Parepare ialah diharapkan adanya
aturan yang dibentuk agar larangan penggunaan sepeda listrik dapat
ditetapkan.

2. Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah terhadap aturan Penggunaan
Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare dilihat dari beberapa indikator
bahwa secara Maslahah Mursalah dalam kajian figh memang membawa
mashlahat bagi beberapa penggunanya tapi lebih banyak menimbulkan
mudharat seperti merugikan pengguna jalan lain yang di mana kendaraannya
memang memiliki legalitas untuk berkendara di jalan raya karena belum
hadirnya aturan yang detail dan ditemukan banyaknya pelanggaran yang

terjadi sehingga dapat merugikan pengguna jalan.
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B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Parepare agar segera menindaklanjuti aturan yang
berlaku terkait sepeda listrik seperti segera menerbitkan Perda maupun
Perwali yang membahas secara detail terkait penggunaan sepeda listrik
seperti sanksi ataupun peraturan yang membahas terkait pelanggaran lalu
lintas serta lebih memassifkan edukasi terkait Penggunaan Sepeda Listrik
di Jalan Raya Kota Parepare.

2. Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, negara ini
menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap
adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat.
Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa
masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat
dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan
sejahtera.
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. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat

Daerah yang bersangkutan.

Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata

untuk kepentingan ilmiah.

. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap
sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.

. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota

Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk

Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.

. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin
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A. Wawancara Untuk Polres Kota Parepare

Apakah ada aturan yang berlaku bagi Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?

Jika ada bagaimana mekanisme aturan yang berlaku bagi Pengendara Sepeda Listrik di

Kota Parepare?

3. Berapa kasus pelanggaran lalu lintas oleh Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?
Apakah Pelanggaran Lalu lintas maupun kecelakaan pada Pengendara Sepeda Listrik

dimasukkan dalam Kategori LAKALANTAS?
Bagaimana bentuk upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi Pelanggaran

Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?
Bagaimana bentuk upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi Kecelakaan

di Jalan Raya oleh Pengendara Sepeda Listrik di Kota Parepare?
B. Wawancara Untuk Masyarakat Pengguna Sepeda Listrik di Kota Parepare

Apa alasan Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?
Apakah mengetahui aturan terkait Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota

Parepare?
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Apakah sudah mematuhi peraturan lalu lintas terkait penggunaan sepeda listrik di Jalan

Raya Kota Parepare?

Apakah pernah mengalami atau melihat kejadian pelanggaran maupun kecelak
lintas pada Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?
C. Wawancara Untuk Masyarakat Non Pengguna Sepeda Lis

aan lalu

trik di Kota Parepare

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat adanya fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di

Jalan Raya Kota Parepare?

Apakah Bapak/Ibu pernah melihat pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan terkait

Pengendaraan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat adanya pelanggaran (seperti penggunaan Sepeda

Listrik oleh Anak dibawah Umur Sepeda Listrik) di Jalan Raya Kota Parepare?
Apakah pernah ada sosialisasi oleh Pemerintah terkait dengan Penggunaan Sepeda Listrik

di Jalan Raya Kota Parepare?

Pembimbing Utama
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Perhubungan Kota Parepare guna penyusunan Skripsi mulai Tanggal 06 Juni s/d 06
Juli 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare”.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 26 Juli 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Satuan

Lalu Lintas Polres Parepare

i-*f
-
(73
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI| SELATAN

RESOR PAREPARE
Jalan Andi Isa No. 3 Parepare Parepare, 28 Juli 2023

Nomor : B/ &‘ IVII/LIT 4172023 / Lantas

Klasifikasi BIASA

Lampiran -

Perihal : Hasil Penelitian Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE
di
Parepare
1. Rujukan:

a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. surat rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Salu Atap
Nomor :488/IP/DPM-PTSP/5/2023 tanggal 07 Juni 2023

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama Ini kami sampaikan bahwa benar Mahasiswa
yang namanya tersebut dibawah ini :
Nama : PUTRI AJENG BURHAN
Universitas + INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER! (IAIN) PAREPARE
FakultasProgram Studi ©  HUKUM TATA NEGARA

3 Berkaitan dengan butir dua di alas, Mahasiswa tersebut telsh melaksanakan Penelitian di Kantor
Satuan Lalu lintas Polres Parepare dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis
Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Parepare” dan tanggal 06 Juni s.d. 06 Juli 2023
(selama 31 Han)

4 Demikian surat pemberitahuan hasi Observasi / peneltian ini dbuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

: AIUNE

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama © MUHAMAD ATt ¢Ipe

i, Jugpec (ol - 0371970
Pekerjaan  : yhﬂ,/"’ / W’ Lor?<
Agama Ui .

Alamat M’m_ ’)WLM:! W'z

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM 1 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare

Alamat : JI. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

diperg

- S

2023

MAMAMAD Apet (.15

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A{:‘(BA]L_’_S.I P
TTL . FA"U’PAQE/ 12 DES 13}/
Pekerjaan  ° PNS (KABID (Uej Dan] ANEEUTAN l)lSﬁ'UB_)
Agama - sam
Alamat . JL. A.sApaP A /JA/LEPM,Z
Menyatakan telah di wawancarai oleh :
Nama - Putri Ajeng Burhan
NIM 1 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare

Alamat - J1. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Responden

..................................

& Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
AlSya aqiiah

Nama
TTL .d( Pare2 6,8 26,]2 .
Pekerjaan S§isuwa ks h esanten a;mu}"faq””’
Agama sislam

Alamat 2)L. polwil 2 BN gara

Menyatakan telah di wawancarai oleh :
: Putri Ajeng Burhan

Nama
NIM :19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat - J1. Jend. Sudirman, Kota Parepare
GugukWaktu  : Juni -Selesai 2023
sesungguhnya untuk

Demikian surat keterangan ini di buat dengan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, (4, jyn ‘ 2023

Responden

F=%

ALsYa.49/l%4

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama - Alyy nARRIN
;ll-endarf 30, '0120'2

:kirjaan  $iswg 1KLSB pesantren ql-mVStael<
Agama 115 1amn
Alamat .BtN. Tass\'so pernai
Menyatakan telah di wawancarai oleh :
Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM :19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare

Alamat : JI. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Juni -Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14> JuUNi 2023

Responden

A%

AIDR.NUB Ao

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :moy-ﬂlif Aubdr §fam

TTL puce-pocf tg0 T bin7 thn 20l
Pekerjaan  :gea ¥ & S Trardcigia
Agama Af|em

Alamat 5) vmMrany

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM 1 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian  : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare

Alamat :J1. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Jvnr 2023

Responden

9

ANE e,

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : furFaidah
TTL Yorepare, 3 DeSember 13 82
Pekerjaan :?u)juu\ ts
Agama : lslm/\
Alamat s A Lasnrany
Menyatakan telah di wawancarai oleh :
Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM 1 19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian  : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare

Alamat :J1. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1§ Juny 2023

Responden

7 4

/

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Analia &amadhan
TTL : Parepare . 28 oktober 2003
Pekerjaan Mahagicwe, NN
Agama lslam
Alamat L. M cippenapca
Menyatakan telah di wawancarai oleh :
Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM :19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kota Parepare
Alamat : JI. Jend. Sudirman, Kota Parepare
GugukWaktu  : Juni -Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juni 2023

Responden

Araclia Ralimsdne W

Dipindai dengan CamScanner

XX



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama MU I G ZUIF@‘J“ M(}‘m

TTL Pre-pore 0= 05— 2004
Pekerjaan 1 p0rhosS 1S WO
Agama SSIomM
Alamat Sl Id;(fnf’o*nf,
Menyatakan telah di wawancarai oleh :
Nama : Putri Ajeng Burhan
NIM :19.2600.042
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kota Parepare
Alamat : JI. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Juni -Selesai 2023
Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Responden

.

..................................

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ‘N amwalh - M

TIL ;?amvoﬂ,\6 Felocvot! 2001

Pekerjaan  : fMAARaS1S W

Agama i5tatm

Alamat ‘pla sof €0 Per mmal
Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan

NIM 1 19.2600.042

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian  : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare

Alamat :J1. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, \ T Joo 2023

Responden

ki

Nornirab. M

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 2 Hﬂm\t‘jﬁv“%

TTL ¢ Pacepare, \T Ppri| 2000

Pekerjaan  : Wghastswt

Agama D ldawm

Alamat D A0-Rou Wascepe s 289
Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan

NIM 1 19.2600.042

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare

Alamat : JI. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Mei-Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 ‘Yuwnt 2023

Responden

...............................

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : u\nomma}\ A\'su( wa

: Qo\r\zgmz . D Sl@l)\mk&r 2000

TTL

Pekerjaan : M&\ﬂb\ Swa

Agama $ \%L Am

Alamat DAL Wesada DG"‘?' €
Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Putri Ajeng Burhan

NIM 1 19.2600.042

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kota Parepare
Alamat :J1. Jend. Sudirman, Kota Parepare

GugukWaktu  : Juni -Selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ‘4 OQN 2023

Responden

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi wawancara dengan
Bapak Akibar, S.IP selaku Kabid
LLAJ dan Angkutan Dinas

Perhubungan Kota Parepare

Dokumentasi wawancara dengan
Bapak Muhammad Arafah, S.IP
selaku KASAT

Lantas Polantas Kota Parepare

Dokumentasi wawancara dengan
Muhammad Zulfadli Adam
selaku Pengguna Sepeda Listrik
di Atas Usia 18 Tahun
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Dokumentasi wawancara dengan
Amaliah Ramadhani selaku
Pengguna Sepeda Listrik di Atas
Usia 18 Tahun

Dokumentasi wawancara dengan
Ibu Nurfaidah selaku Pengguna
Sepeda Listrik di Atas Usia 18
Tahun

Dokumentasi wawancara dengan
Aisyah Aqilah selaku Pengguna

Sepeda Listrik di bawah Usia 18
Tahun
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Dokumentasi wawancara dengan
Alya Nurain selaku Pengguna
Sepeda Listrik di bawah Usia 18
Tahun

Dokumentasi wawancara dengan
Muhammad Alif Akbar Syam
selaku Pengguna Sepeda Listrik
di bawah Usia 18 Tahun

Dokumentasi wawancara dengan
Muhammad Arsul Nur selaku
Non Pengguna Sepeda Listrik dan

Pengguna Jalan

XXVII



XXVIII

Dokumentasi wawancara dengan
Namirah M. selaku Non
Pengguna Sepeda Listrik dan
Pengguna Jalan

Dokumentasi wawancara dengan
Hardiyanti selaku Non Pengguna
Sepeda Listrik dan Pengguna

Jalan



Menimbang

Lampiran 8. Peraturan-Peraturan Rujukan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran

strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi
nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian

dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan
potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan
Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan
ekonomi dan pengembangan wilayah;

bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggaraan negara;

. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan
kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-
undang yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu

membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Mengingat . . .
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Mengingat

Menetapkan

=0

Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1,

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan,
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,
Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang
Lalu Lintas Jalan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling
terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

5. Simpul . . .

XXX



10.

11.

12.

13.

14.

-3 -

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi
pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa
Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang
Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang
meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat
pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas
pendukung.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan
yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang
dengan dipungut bayaran.

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang,
dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas
pendukung.

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan
tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan rel dan jalan kabel.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor
Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

15. Parkir . . .

XXXI



15.

16.

7.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

-4 -

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya.

Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak
untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan
yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau
perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,
perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di
permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang
meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis
membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang
yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan
membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat
elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat
dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu
Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau
pada ruas Jalan.

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa
kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga
tanpa rumah-rumabh.

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang
dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum
yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin
Mengemudi.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan
yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan
Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian
harta benda.

25. Penumpang . . .
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MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2020
TENTANG
KENDARAAN TERTENTU DENGAN
MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan
Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak
Motor Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Kendaraan Tertentu dengan

Menggunakan Penggerak Motor Listrik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

XXX



Menetapkan

85

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan
yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Tidak Bermotor.

2. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan
Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana
dengan menggunakan penggerak motor listrik yang
digunakan untuk mengangkut orang di wilayah
operasi dan/atau lajur tertentu.

3. Skuter Listrik adalah kendaraan tertentu dengan
ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik
berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih
dengan tempat duduk dan papan alas Kkaki
(footboard) dan/atau pedal yang digerakan dengan
kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin

penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
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(1)

()

B

Hoverboard adalah kendaraan tertentu bertenaga
listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang
diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor
atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan
kemiringan kaki dan badannya.

Sepeda Roda Satu (Unicycle) adalah kendaraan
tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan
digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor
listrik.

Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua)
atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan
mekanik berupa motor listrik.

Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang
memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan
mekanik berupa motor listrik.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Perhubungan Darat.

Pasal 2
Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan
Penggerak Motor Listrik terdiri atas:
Skuter Listrik;
Sepeda Listrik;
Hoverboard,

Sepeda Roda Satu (Unicycle); dan

o a0 o

Otopet.
Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak

yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.
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Pasal 3

Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan

keselamatan meliputi:

a. lampu utama;

b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya
(reflector) pada bagian belakang;

c. alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan
kanan;

d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
klakson atau bel; dan

f.  kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh
lima kilometer perjam).

Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi

persyaratan keselamatan meliputi:

a. lampu utama;

b. alat pemantul cahaya (reflecton atau lampu
posisi belakang;

c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;

d. alat pemantul cahaya (reflectory di kiri dan
kanan;

e. klakson atau bel; dan

f.  kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh
lima kilometer perjam).

Hoverboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf ¢ harus memenuhi persyaratan

keselamatan meliputi:

a. lampu utama;

b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;

c. alat pemantul cahaya; dan

d kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam
kilometer perjam).
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Unicycle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan

keselamatan meliputi:

a.

b
e.
d

lampu utama;

sistem rem yang berfungsi dengan baik;

alat pemantul cahaya; dan

kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam

kilometer perjam).

Otoped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan

keselamatan meliputi:

a.
b.

C.

lampu utama;

sistem rem yang berfungsi dengan baik;

alat pemantul cahaya (reflector);

bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat
digunakan tanpa mengganggu Kkonsentrasi
pengemudi; dan

kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam

kilometer perjam).

Pasal 4

Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus

memenuhi ketentuan:

a.
b.

menggunakan helm;

usia pengguna paling rendah 12 (dua belas)
tahun;

tidak  diperbolehkan untuk mengangkut
penumpang kecuali Sepeda Listrik yang
dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
tidak diperbolehkan melakukan modifikasi
daya motor yang dapat meningkatkan

kecepatan;
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e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu
lintas meliputi:

1. menggunakan kendaraan tertentu secara
tertib dengan memperhatikan keselamatan
pengguna jalan lain;

2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;

3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan
lain; dan

4. membawa kendaraan tertentu dengan
penuh konsentrasi.

Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12
(dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun, pengguna kendaraan tertentu harus

didampingi oleh orang dewasa.

Pasal 5

Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:

a. lajur khusus; dan/atau

b. kawasan tertentu.

Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. lajur sepeda; atau

b. lajur yang disediakan secara khusus untuk
Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan
Penggerak Motor Listrik.

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. pemukiman;

b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas
kendaraan bermotor (car free day);

c. kawasan wisata;
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d. area sekitar sarana angkutan umum massal
sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu
dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
yang terintegrasi;

e. area kawasan perkantoran; dan

area di luar jalan.

Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat

dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai
dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.

Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan

kendaraan tertentu.

Pasal 6

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya harus memasang
perlengkapan jalan pada lajur khusus atau kawasan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1).

Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau

marka jalan.

Pasal 7

Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu yang

dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan

Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh:

a.

gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk kendaraan
tertentu yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta;

dan
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b. bupati/wali kota untuk kendaraan tertentu yang

beroperasi di wilayah kabupaten atau kota.

Pasal 8
Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan
Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disewakan, orang/badan yang menyewakan
harus:
a. menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan
trotoar;
b. memastikan keselamatan pengguna kendaraan
tertentu dan pengguna jalan lain; dan
c. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan

wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.
Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
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